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BAB I 

PENDAHULU AN 

A. Latar Belakang Masalal 

k • d.ruit terlihat dari Kesejahteraan masyarakat suatu negara ' 
pertumbuhan ekonomi yang merata dan dirasakan hasilnya oleh seluruh rakyat 
yang ada di negara tersebut. Dalam mengejar pertumbuhan ekonomi tersebut 

diperlukan satu hal yang penting yaitu peraturan perundang-undangan beserta 
lembaga-lembaga pengawasan yang dapat mengatur dan 
terciptanya situasi dan keadaan yang kondusif, sehngga mampu menagi 

pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung dengan baik 

Situasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi yaitu dengan 

penataan lembaga-lembaga ekonomi yang mempunyat milai strategrs Yang 

dapat memutar roda perekonomtan negara. Untuk diusahakan dalam 

memajukan kesejahteraan umum sebagai jalan menuju masyarakat adil dan 

makmur yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Sehingga penting artinya 

scbagar negara yang sedang membangun untuk memusatkan dini kepada 

kegiatan ekonomi yang menuntut perhatian lebih besar dan tentunya dengan 

didasark.an oleh peraturan huk um yang kuat 

Salah satu lembaga ekonomi yang bermilai strategis yaitu pembaga 

perbankan. Sebagai lembaga yang mempunyar peran besar untuk menjadi 

rekan kerja para pengusaha atau pelaku ekonomi yang membutuhkan modal 

dalam melakukan kegratan ekonomi, Perbankan adalah sebagai lembaga yang 

kelebihan dana (surplus of fund» menyalurk.an dana pada pihak yang 

membantu 
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kekurangan dana (lack of fund) sebagammana diatur dalam Undang-undang 

Nomor 10/1998 yang akhirnya diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup 

rakyat banyak 

Dalam hal keberadaan lembaga perbankan sebagai penyalur dana 

dalam bentuk kredit, harus diperhatikan beberapa pemlaran terhadap calon 

debiturnya seperti hal-hal sebagai benikut 

Pasal 8 ayat (I Undang-undang Nomor I0/1998 tentang Perbankan, yang 

menentukan bahwa dalam pemberian kredit, atau pembiayaan berdasarkan 

pnsip syarr ah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan 

anahsis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan 

nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mcngembahikan 

pembayaan dimak sud sestar dengan yang diperanikan 

2 Pasal 12A Undang-undang Nomor 10/1998 tentang Perbankan, 

menyatakan bahwa Bank Umum dapat membehi sebagan atau seluruh 

agunan, bark melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan 

penyerahan secara sukarela oleh pemihik agunan atau berdasarkan kuasa 

untuk menjual di luar lelang dani pemihik agunan dalam hal nasabah 

debitur tidak memenuhi kewaibanya epada bank, dengan ketentuan 

agunan yang dibeh tersebut wajib dicairkan secepatnya 

3. Pasal 29 ayat () Undang-undang Nomor I0/1998 tentang Perbankan 

menyebutkan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan 

berdasarkan prinsip syarr ah dan melakukan kegratan usaha lainya, bank 
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wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan 

nasabah yang mempercayak.an dananya kepada bank 

Sikap yang diambil bank untuk menjaga kelancaran usahanya yaitu dengan 

menetapk.an adanya jaminan untuk suatu pembenian kredit 

Menurut Gatot Supramono dalam bukunya yang berudu Perbankan 

dan Masalah Kredit, suatu tinyauan yunidis, membenikan definisi jaminan 

sebagar benikut Jaminan adalah suatu penikatan antara kreditur dan debitur 

dimana debitur memperjanjkan sejumlah hartanya untuk pelunasan hutang 

menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku apabila dalam waktu 

yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang debitue"" 

Berdasark.an uraian tersebut di atas, maka jaminan merupakan hal 

yang perlu ada sebagai suatu hal yang dapat berfungsi menjaga kesehatan 

bank sebagar lembaga yang ipercaya masyarakat untuk menyimpan 

kelebihan dananya 

Dengan adanya benda jaminan bukan berarti usaha bank akan 

berlangsung dengan mulus, karena dalam prakteknya banyak terjadi kredit 

macet yang perlu penanganan serius. Pengaturan mengenai jaminan perlu 

hukum yang mengatur dengan tegas karena menyangkut kesehatan perbank.an 

dan mempunyai dampak yang cukup besar bagi perekonomian nasional 

Keberadaan lembaga jaminan sebagar sarana yang membantu kreditur 

untuk mendapatkan kembali pelunasan kreditmva di Indonesia diatur dalam 

Gatot Supramono, !'erhankan damn Masoalah red Sate Ieyaean hwreds 
Diambatan, Jakarta, 199 hal 56 



Undang-undang Nomor 4/1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah 

beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah 

2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam buku ke II hal XX Pasal 

I50 sampai dengan 1161 tentang gada 

3. Arrest Hoge Rood, 21 Juni I929 tentang Fiducia 

4. Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1820 sampai dengan 1830 

tentang /Horgtoch, 

Sedangkan arti pertanggungan itu sendiri menurut Pasal I ayat ( I)  Undang­ 

undang Nomor 4/1996 yaitu hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah 

scbagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor S Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agrania, berikut atau tidak benikut benda-benda 

yang lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu 

Berdasark.an pada peraturan yang ada, apabila terjadi kredit macet 

maka pihak bank dapat bertindak seperi perjanpian jaminan yang diatur dalam 

Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5/1960 juncto Peraturan Menter 

Agraria Nomor 15/1962 yaitu dalam suatu perjanyian jaminan yang 

dimungkinkan suatu obyek hak tanggungan diikat melalur groose akte hipotik 

atau sekarang ini oleh Undang-undang Hak Tanggungan Pasal 14 disebut 

groose sertfikat hak tanggungan, sehingga ketika debitur wansprestasi maka 

pihak kreditur dapat dengan cepat memintakan permohonan eksekusi 

berdasarkan groose akte pada ketua Pengadilan Negeni setempat. Tetapi tidal 

semua perjanjian kredit diikat oleh groose akte, sehingga terhadap yang satu 

mi maka penyclesaran secara yunidis melalui gugat biasa yang diatur Pasal 118 
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HIR mengena kopetensi relatif Pengadilan Negeni dan Pendaftaran (Pasal 12L 

dan 122 HIR 

Proses penyelesaran melalui gugatan tersebut di atas tidak mudah, 

karena pihak kreditur harus dapat membuktikan kepada hakim mengenai 

perfanftan kredit dengan jamminan tersebut, dan had itu perlu adanya 

perhitungan yang jelas mengenai jumlah kredit dan jumlah status benda 

jaminan. Satu hal lagi yang perlu yaitu sikap debitur, apabila debitur tidak 

kooperatif maka pihak kreditur semakin suhit untuk dapat memperoleh 

pengembalian kreditnya 

Mehihat masalah yang ada maka penulis tertanik untuk mehihat lebih 

jauh mengenai penyelesaian masalah benda jaminan kredit yang tidak dnikat 

oleh groose akte yang lokasi penelitian di Pengadilan Negeni Kendal, dalam 

sebuah skripsi dengan judul EKSEKUSI BENDA JAMINAN KREDIT 

PERBANKAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeni Kendal) 

B. Perumusan Masalah 

Sebagar pedoman supaya permasalahan dalat dibahas secara 

sistematis dan tuyuan yang hendak dicapar dapat jelas dan tegas. Maka 

berdasarkan uraian yang telah ada dalam latar belakang masalah, penulis 

merumusk.an permasalahan sebagar benikut 

I. Bagamana prosedur permohonan eksekusi benda jaminan kredit 

perbankan melalui Pengadilan Negeni Kendal 
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2. Bagaimana tata cara menjalankan eksckusi benda jarinan kredit 

perbankan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeni Kendal 

3. Masalah-masalah yang terjadi dalam menjalank.an eksekusi benda jaminan 

kredit perbankan di Pengadilan Negeni Kendal dan bagaimana ea 

mengatasinya 

C. Tujuan dan Manfaat Penetitian 

Dalam melakukan penehitian maka tufuan tertentu yang hendak 

dicapar yattu 

Tujuan Obyektif 

a Untuk mengetahut prosedur permohonan eksckusi benda jaminan 

kredit perbankan melalui Pengadilan Negen Kendal 

b Untuk mengetahui tata cara menjalank.an cksekusi benda jaminan 

kredit perbankan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeni Kendal 

c. Untuk mengetahut masalah-masalah apa yang erjadi dalam 

menyalank.an eksekust benda jaminan kredit perbankan di Pengadilan 

Negen Kendal dan bagaimana cara mengatasinya 

2 Tujuan Subyektif 

a. Untuk memperoleh data-data yang akan penulis pergunakan dalam 

penyusunan skripsi sebagat syarat untuk mencapair gelar kesarjanaan 

dalam llmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang 
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b Untuk menambah pengetahuan tentang penehitian hukum khususnya 

dalam bidang huk um 

Adapun kegunaan dari manfaat penehitian ini adalah 

I. Manfaat Teoritis 

Membenikan tambahan pengetahuan di bidang akademis tentang eksekusi 

atas benda jaminan kredit perbank.an. rosedur permohonan, pelaksanaan 

putusan hakim (eksekusi) 

2 Manfaat Prak.tis 

a Menerapkan ilmu yang diperoleh dalam teoni dengan kenyataan yang 

ada dalam praktek 

b Hasil penelitian diharapkan dapat membenikan manfaat sebagar 

referensi ataupun pengetahuan mengenai eksekusi atas benda jaminan 

kredit perbank.an pada umumnya 

D. Metode Penelitian 

Metodolog penehitian merupakan faktor yang penting dalam suatu 

penehitian disamping mendapatkan data yang sesuar dengan tuyuan penehitian 

Juga akan mempermudah pengembangan data guna kelancaran skripsi ini 

Metode yang dilakukan dalam pengumpulan data sampai dengan menganalisa 

data dapat diperinei sebagai berikut 
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l. Lokasr Penehitian 

Dalam penehitian ini, penulis mengambil lokasi penehitian dimana 

kasus tersebut ada, maka penulis memihih lokasi penehitian di Pengadilan 

Negeni Kendal 

2. Jenis dan Sumber Data 

Data yang penulis kumpulkan dan gunakan dalam penehitian init 

adalah sebagai benikut 

a. Data Primer 

Yaitu sejumlah data keterangan yang diperoleh secara langsung 

diambil dari sumber dimana penchtian berlangsung Adapun sumber 

data penehitian imi adalah Ketua Pengadilan Negeri dan Panitera du 

Pengadian Negeni Kendal 

b. Data Sekunder 

Yaitu data yang secara langsung mendukung data primer yang 

diperoleh dani berbagar literatur, peraturan perundang-undangan, 

dokumen-dokumen, buku-buku, catatan dan berkas-berkas perkara 

Yang berhubungan dengan masalah eksekusi benda jaminan kredit 

perbankan serta yang menyangkut hukum acara perdata yang 

mengaturnya 

3. Tekmik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data dalam penehtian mi penulis memakar 

teknik pengumpulan data sebagai benikut 
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a Wawancara 

Pengumpulan data melalui jalan tanya jawab secara langsung dengan 

responden guna memperoleh data yang diperukan 

Wawancara ini penulis lakukan dengan pihak-pihak yang berkaitan 

dengan masalah yang hendak diteliti, yaitu Ketua Pengadilan Negeri 

dan Panitera di Pengadilan Negeni Kendal 

b. Studi Kepustakaan 

Dalam studi kepustakaan, penulis mempergunakan tek nil 

pengumpulan data dengan cara membaca dan mempelajari 

) Buku literatur mengenar jaminan kredit bank, eksekusi dan hukum 

acara perdata 

2) Berkas-berkas perkara 

3) Peraturan perundang-undangan 

4) Majalah-majalah huum 

5) Buletn dan surat kabar 

4. Tekmik Analisa Data 

Analisa data adalah langkah selanjutnya untuk mengolah hasil 

penelitian menjadi laporan, dimana data yang diperoleh, dikerjakan dan 

dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat menyimpulkan persoalan 

yang diajukan dalarm menyusun hasil penelitian ini 

Analisa data yang penulis pergunakan dalam penehitian ini adalah 

analisa data kualitatif dan analisa data interaktif, sehingga penehitian dapat 

menghasilkan data yang didapat dani responden secara tertulis atau hisan, 
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dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari scbagai sesuatu 

yang utuh 

Penggunaan metode analisa data kualitatif dalam penehitian adalah 

dengan cara membahas pokok permasalan berdasarkan data yang 

diperoleh baik dani studi kepustakaan maupun darr hasil penelitian 

lapangan yang kemudian dianalisa secara kualitatif untuk mendapatkan 

pemecahan masalah 

Oleh karena itu proses analisa melibatkan kerja dengan data yang 

lengkap untuk mengatur dalam unit-unit yang dibuat, membuat sintesa, 

mencani pola, menemukan pokok-pokok penting yang akan disajikan 

kepada orang lain. Dengan mehihat hal-hal tersebut di atas maka penulis 

menggunak.an model analisis interaktif yang maksudnya adalah 

Data yang akan terkumpul akan dianalisa melalui tiga tahap 
mereduksi data, menyajikan data dan kemudian menarik 
kesimpulan. Selama itu dilakukan pula suatu proses siklus antara 
tahap-tahap tersebut, sehingga data yang terkumpul berhubungan 
satu dengan yang lain secara otomatis" 

Gambar Model Analisis Interaktif 

Pengumpulan 
data 

Reduksi Sajian 
data data 

• Penanikan 
kesimpulan/verifikasi 

B Sutopo, Pengantar Meiodologt 'ene hitan Aualtaif, Makalah Dik lat 
Penelitian Hukum UNS. Surakarta, 1993, hal IS 
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E. Sistematika Skripsi 

Dalam memberikan gambaran menyeluruh tentang skripsi ini 

diperlukan suatu sistematika yang menjelaskan secara detail, maka Penulis 

Menyusun Sistematika Tersebut Sebagai Benikut 

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini dikemukakan tentang latar belakang 

masalah, tujuan dan kegunaan penehitian. Metode penehitian, dan 

sistematika sknipsi 

BAB II 

BAB III 

Tinjauan Pustaka, dalam bab ini berisi landasan teoni pengertian 

dan asas-asas eksekusi dalam hukum acara perdata yang 

meipuni sumber huk um, putusan yang telah berkekuatan hukum 

tetap, putusan yang tidak dijalankan secara sukarela, putusan 

komdentoir, atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua 

Pengadilan Negeni. Prosedur dan tata cara menjalankan eksekusi 

pembayaran sejumlah uang mehiput perngatan faunmamg) 

dan sita eksekusi dalam eksekusi pembayaran sejumlah uang 

Upaya hukum dalam eksekusi pembayaran sejumlah uang 

Hasil Penelitian dan Analisa Data, dalam bab ini dikemukakan 

analisa data hasil penehitian dan pembahasan mengenar prosedur 

permohonan eksekusi benda jaminan kredit perbankan melalui 

Pengadilan Negeni Kendal, tata cara menjalank.an eksekusi 

benda jaminan kredit perbankan yang dilakukan oleh Pengadilan 

Negeni Kendal, masalah-masalah yang terjadi dalam 
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menjalank.an eksekusi benda jaminan kredit perbank.an di 

Pengadilan Negeni Kendal dan bagaimana cara mengatasinya 

Penutup, dalam bab ini dikemukakan kesimpulan yang didapat 

berdasarkan hasil penehitian, sebagar jawaban atas masalah dan 

disertar saran-saran 



BAB I 

TINJAUAN PUST AKA 

A. PENGERTIAN EKSEKUSI 

Untuk melaksanakan hukum perdata material terutama dalam hal 

adanya pelanggaran atau mempertahank.an berlangsungnya hukum material 

perdata dalam hal ada tuntutan hak diperlukan rangkaian peraturan-peraturan 

huk um yang lain drsamping hukum perdata itu sendini, peraturan huk um imilah 

Yang disebut hukum formal atau huk um acara perdats " 

Ruang Iingkup hukum acara perdata mehiputi hal yang mengatur 

bagaimana mengafukan tuntutan hak atau gugatan 

2. Bagammana cara memenksa adanya tuntutan hak 

3. Bagammana membantah tuntutan hak dan mempertanggungawabk.an 

pendirian masing-masing pihak 

4. Bagammana cara mengajukan bukti-bukti dan memilai buktr-bukti tersebut 

5 Bagamana memutus perkara dan menjalank.an putusan 

6. Bagaimana cara melawan putusan hakim dengan mempergunak.an upaya­ 

paya hukum. 

Eksekusi terhadap putusan perkara perdata dalam rangkaian sister 

peradilan perdata oleh badan peradilan umum berada di luar proses sengketa 

huk um yang mengatur eksekusi merupakan sebagan dan hukum acara perdata 

hal I -2 

"r Kussuraryatun, /Hudon Acara Perdota Presa Hakim, don (Paya Hodo 
UNS Press, Surakarta, 193, hal 4l 

13 



yang terletak di ujung proses yang pada dasarnya tidak ditangani lagi oleh 

hukum yang memutus perkara yang bersangkutan. 

Adapun yang dimaksud dengan eksekusi atau yang dalam Undang­ 

Undang Nomor 14 Tahun 1970 disebut sebagai "melaksanakan putusan 

pengadilan", seperti terangkum dalam berbagai pendapat para sarjana hukum 

Menurut Yahya Harahap 

Eksekusi adalah tindakan secara paksa yang dilakukan oleh pengadilan dengan 

bantuan kekuatan umum, terhadap pihak yang kalah untuk menjalank.an 

putusan pengadlan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan bersifat 

condemnate 

Menurut Subekt 

Eksekusi mengandung arti bahwa pihak yang kalah tidak mau mentaati 

peraturan hukum dengan sukarela, sehingga harus dipaksa dengan bantuan 

polisi (kekuatan hukum)" 

Menurut Sudikno Mertokusumo 

Eksekusi pada hakekatnya tidak lain adalah realisasi daripada kewajiban pihak 

yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalarn putusan 

tersebut." 

" Dull Bachar, Lkseks Putusan Perkara'er«data Segt Hokum «damn Penegakan 
thwkm, Akademika Pressindo, Cetakan Pertamna, Jakarta, 1987, hal 6 

"Yahya Harahap, Rang Lang#pl'ermaolahon Eksekusi Bidang 'erdata, 
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, heal 8 

R Subekti, Hokum Acara F'er«data, Bina Cipta. Bandung. I982, hall 130 
"sadico, Mertokusumo, op. cit, hat. 1Tl 



Putusan hakim yang sudah inkracht mempunyair kekuatan mengikat 

Kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekusi. ekuatan pada putusan hakim 

terhihat dalam format putusan, dimana pada bagan kepala putusan terdapat 

kalimat "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Hal ini 

merupakan pelaksanaan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Hakim Nomor I4 

Tahun 1970, Pasal 4, dan berdasarkan kepala putusan tersebut, maka putusan 

mempunyai kekuatan hukum untuk dijalankan 

Putusan yang berkekuatan eksekusi mempunyat kekuatann hukumm 

yang pasti (In Kracht Van Gewisjde. Sehingga putusan tersebut bisa dijadikan 

pegangan, dianggap tidak berubah lagi, kepaastian tersebut membuat pihak 

yang berperkara terjadi hubungan hukum. Dimana pihak-pihak tersebut harus 

mentaati putusan hakim tersebut dan memenuhi seluruh amar keputusan 

Apabila yang kalah tidak mau menjalankan dengan sukarela, maka keputusan 

dapat dilaksanakan paksa, dengan jalan meminta bantuan kekuatan umum 

Pengaturan eksekusi, yaitu 

I) HIR Bab ke sepuluh bagian kelima tentang pelaksanaan eksekusi 

Pasal 195 Hal eksekusi/ pelaksanaan eksekusi 

Pasal 196 Hal permohonan eksekusi 

Pasal 1971Hal Tahap-tahap dalam eksekusi 

Pasal I98 Hal penyitaan barang tetap 

asal I99 Hal pencegahan penggelapan barang yang disita 

Pasal 200 Hal penjualan barang sita dengan lelang 

Pasal 201 Hal pelaksanaan bersama-sama beberapa putusan 
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Pasal 202 Hal sita atas sita tidak perlu cukup satu sita untuk semua 

Pasal 203 Hal permintaan eksekusi dani pengadilan negeri lain 

Pasal 204 Hal pembagian hasil eksekusi 

Pasal 205 Hal daftar pembagian 

Pasat 206 Hal pelaksanaan putusan kurang dani Rp 130 

Pasal 207 Hal verzet dan debitur 

Pasal 208 Hal perkara pihak ketiga 

Pasal 225 Eksckust perbuatan tertentu 

Pasal 180 4IR/ 191 RBG putusan uvoerbaar hr voorraad 

2) Undang-Undang Nomor 49/Prp/1960, tentang kewenangan Pamitia Urusan 

piutang negara, parate eksekusi 

3) Peraturan Lelang Nomor 189/1908 st 1908/189 

4) Undang-Undang Nomor S Tahun I60, tentang Undang-Undang pokok 

Agrania 

5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1970, Pasal 33 ayat (3) 

6) RVPasal 1033, tentang Eksekusi Rii 

B. KREDIT MACET DAN PEHMASAL AHANNY A 

Kalau kredit yang diusahakan oleh kreditur macet, dalam arti, debitur 

tidak memenuhi kewajiabannya perikatan dengan baik, secara suka rela, sesuaif 

dengan yang telah diperjanjikan, maka kreditur akan berusaha menguangkan 

jaminan yang dibenikan kepadanya Kreditur dapat mulai dengan 

menggugatnya di muka Pengadilan, artinya kreditur minta bantuan Pengadilan 
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agar debitur dipaksa untuk memenuhi kewapiban penikatannya sebagaimana 

mestmya 

Paksaan di sini berupa cksckusi riil maupun berupa paksaan tidak 

langsung. Tetapi sebelumnya hendaknya kita bedakan lebih dahulu 2 hal, yaitu 

Hak-hak kreditur berdasarkan perjanran pokoknya dalam kaitannya 

dengan pembicaraan kita .Perjanjian Kreditnya dan 

Hak-hak kreditur berdasarkan perjanian accesoirnya, yaitu Perjanjian 

Jaminannya 

Pertama-tama kreditur harus membuktikan adanya, dan besarnya 

tagthan yang dipunyai terhadap debitur sudah matang untuk ditagih 

Untuk menjamin, bahwa debitur tidak akan mengahihkan 

kekayaannya yang pada prinsipnya merupakan tanggungan untuk semua 

kewajiban perikatannya maka kreditur bisa mohon sita jaminan. Kalau 

taghan dan sita jaminannya telah dibenarkan dalam keputusan Pengadilan, 

maka sita jaminannya sekarang menjadi sita eksekusi. hika debitur tak mau 

secara sukarela memenuhi keputusan Pengadilan, maka kreditur bisa minta 

agar harta debitur yang disita dijual di hadapan umum untuk diambil sebagai 

plunasan bag tagihan kreditur yang telah dibenarkan oleh keputusan 

Pengadilan. bisa dibayangkan, berapa lama kreditur harus berperkara sebelum 

ia sampai mendapat keputusan yang mempunyai kekuatan yang mengkat, 

karena debitur bisa dan biasanya memang menggunakan sarana banding 

malahan kalau perlu naik kasasi, belum lagr nanti masalah eksekusinya dengan 

segala verzetnya. Kesemuanya bisa makan waktu bertahun-tahun. Mungkin 
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ada yang teringat akan lembaga utvoerbaar bi voorraad, yang 

memungkink.an penggugat kalau dipenuhi syarat-syarat tertentu untuk 

minta keputusan dilaksanakan lebih dahulu (Pasal 180 HIR agar diketahui, 

bahwa Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran yang isinya 

mengatakan, agar pengadilan negen tidak menjatuhkan keputusan 

"utvoerbaar bij voorraadwalaupun memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 

180 ayat I HIR (Pasal 19I RBG), kecuahi dalam hal-hal yang tak dapat 

dihindarkan." 

Oleh karena itu para kreditur biasanya memanfaatkan lembaga Grose 

Akta scbagai sarana pintas untuk menghindani proses perkara yang beralan 

lama, baik itu berupa Grose Pengakuan ffutang untuk perjanpan pokoknya 

maupun Grose Akta Hipotik untuk peranjian jaminannya. Akta Grose, yang 

dikeluarkan oleh Pejabat, yang oleh undang-undang dibeni wewenang untuk 

mengeluarkan Akta seperti itu mempunyai kekuatan yang sama seperti suatu 

keputusan-keputusan pengadilan yang telah mempunyai suatu kekuatan yang 

pasti. Dengan demikian, dengan menggunakan sarana Grose, kreditur tak 

perlu mulai dengan gugatan kepada debitur, tetapi cukup menyodorkan Grose 

Aktanya dan ia sudah dianggap sebagai orang yang menang perkara tagihan 

yang disebutkan dalam Akta Grose yang bersangk utan 

Namun semua itu sekarang belum menjamin kelancaran 

penyelesaian kredit macetnya kreditur, karena pelaksanaan suatu Akta Grose­ 

seperti pelaksanaan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 
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Yang pasti pada umumnya harus dengan persetuan Ketua Pengadilan 

Negeri. Padahal Pengadifan bar mau menyetuyui eksekusi berdasark.an 

Grose Akta pengakuan hutang. kalau 

Pengakuan hutang itu berupa pengak uan hutang yang murni, 

Merupakan peryataan sepihak " 

Jumlahnya sudah past, paling tidal mudah dpat dipastikan 

Dalam prAktaknya kreditur mendapat kesuhitan, karena peranpian 

kreditnya berbentuk "perjanpan"(bukan pernyataan sepihak) dan karena 

sekarang orang umumnya mcngambnl kredit per rekening Koran, maka jumlah 

kreditnya setap hani bisa berubah-ubah, padaha oleh Pengadilan disyaratkan 

jumlah hutangnya pasti."" 

Selama imi menurut pengamatan penuhrs para kreditur pemegang 

hipotik di Indonesia, yang kreditnya macet, berusaha dan mehihat jalan 

keluarnya atas lamanya proses perkara melalur gugat biasa melalut sarana 

eksekusi Grose Akta, baik itu Grose Alta Pengakuan Hutang maupun, Grose 

Akta Hipotik, dan ketika sarana tu tidak bisa beralan lancar, maka timbullah 

kenibutan di antara para kreditur, notaris dan pengacara dan diselenggarakan 

banyak seminar yang dimaksudkan untuk mencani sebab dan kendala serta 

jalan keluarnya 

Kiranya bisa dimengerti, bahwa kreditur yang mcnghadapi kredit 

macet dan mendapat banyak kesulitan dalam mengeksekusi benda jaminan, 

ak.an sangat resah 

pd. hal 9 

pd hal 10 
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Kita hihat, bahwa kesulitan kreditur untuk mengatasi kredit macet 

adala.h 

Proses gugatan melalui Pengadilan sampai eksekusi yang makan waktu 

lama sekaht dan 

Proses melalui sarana "Grose" terbentur pada penafsiran pihak Pengadilan 

terhadap "Grose Akta pengakuan hutang eks Pasal 224 HIR seperti 

tersebut di atas'padahal pelaksanaannya harus melalui Pengadilan, 

sehingga mau tidak mau, kita perlu menyesuaikan diri dengan pendapat 

Pengadilan 

Dengan demikian, kalau kita mau mengatasi kendala eksekusi kredit 

macet, maka kita perlu 

Atau memperjuangkan penafsiran baru yang walaupun tetap melalui 

sarana "Grose" baik Grose Akta hipotik maupun Grose Akta pengak uan 

hutang, Jadi tetap melalui Pengadilan tetapi lebih mudah, sederhana, 

lancar dan sesuai dengan kebutuhan zaman 

Atau mencari upaya lain, yang tidak mehibatkan pihak Pengadilan Karena 

sementara imi belum ada yang berhasil mengusulkan penafsiran lain dari 

Pasal 224 HIR yang lebih praktis dan murah yang diterima oleh pihak 

Pengadilan, maka kita akan coba menjajagi jalan ke luar yang kedua 

tersebut di atas 

C. Asas-Asas Eksekusi Dalam Hukum Acara Perdata 

Dalam menjalankan eksekusi maka perlu diperhatikan beberapa asas 

yang melandasi ketentuan-ketentuan tentang eksekusi itu sendini, asas-asas 
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eksekusi dalam hukum acara perdata merupakan landasan dapat drjalank.annya 

eksekust 

a Menjalankan putusan yang telah berkekuatan huk um tetap 

Pada prinsipnya, hanya putusan yang telah memperoleh kekuatan 

hukum tetap fnkracht van gevsde) yang dapat "dijalank.an,dengan 

demikian pada asasnya putusan yang dapat dieksekusi merupakan putusan 

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, arena dalam putusan 

yang telah berkekuatan hukum yang tetap telah terkandung wujud 

hubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berperkara. Hal 

ni disebabk.an hubungan hukum antara pihak yang berperkara sudah tetap 

dan pasti sehingga hubungan hukum terscbut harus ditaati dan harus 

dipenuhi oleh pihak yang dihuk um (pihak tergugat). Cara mentaati dan 

memenuhi hubungan hukum yang ditetapk.an dalam amar putusan yang 

telah memperoleh kekuatan huk um yang tetap yaitu dengan cara 

Dapat dilakukan atau dijalank.an secara "sukarelaoleh pihak tergugat 

dan 

2 Bila enggan menjalank.an putusan drtetapkan secara sukarela, 

hubungan hukum yang dirtetapk.an dalam putusan harus dilak sanakan 

dengan paksadengan jalan bantuan kekuatan umum > 

Putusan mempunyai kekuatan hukum pasti, jika terhadap putusan 

tu tidak lagi terbuka untuk menggunakan upaya hukum brasa yang 

tersedia Maksudnya meskipun satu atau kedua belah pihak mengayuk.an 

g4 Yuh.a Harahap, op cit, hal 6 
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banding atau kasasi, tetap apabila mengajukannya sudah melewati 

tenggang upaya hukum yang ditetapkan Undang-undang, putusan sudah 

dapat dikatakan telah mempunyai kekuatan hukum pasti Jadi sudah pastf 

tidak akan dipertentangkan lagi oleh para pihak karena telah dianggap 

memihiki syarat formal materniat ' 

Menjalank.an putusan yang telah berkekuatan hukum tetap 

terdapat pengecualiannya seperti yang telah diatur oleh Undang-undang, 

yatu 

I) Pelak sanaan Putusan Terlebih Dahulu 

Pelak sanaan putusan terlebih dahulu /urvoerhar by vooraad), menurut 

Pasal 180 ayat () HIR atau Pasal 191 RBG. Pengadilan dapat 

memerntahkan supaya putusan itu dijalank.an terlebih dahulu 

meskipun ada perlawanan atau dimintakan banding 

2) Pelaksanaan Putusan Provinst 

Pasal 180 ayat (I+ HIR atau Pasal 191 ayat (I) RBG, mengatur 

dibolehkannya memperoleh tindakan sementara selama proses perkara 

masih berlangsung atau tindakan pendahuluan guna kepentingan salah 

satu prhak, scbelum putusan ak hir dijatuhkan 

3) Aka Perdamaian 

Berdasarkan Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBG, hakim berkewajiban 

mengusahakan perdamaian, yaitu pada hani yang ditentukan kedua 

" pzali Bachar. op.cit hal 19 - 20 
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belah pihak datang, maka ketua pengadilan negeri akan mencoba 

mendamaikan mereka. Ketika perdamaian itu tercapai maka dalam 

sidang dibuat Akta perdamaian dimana para pihak dihukum untuk 

melaksanakan persetuyuan dari akat tersebut yang mempunyar 

kekuatan sama seperti keputusan hakim biasa. Akta perdamaian 

mengkat para pihak dan tidak dapat dimintakan banding tetapr dapat 

langsung dieksekusi 

4) Eksekudi Terhadap Grose Akta 

Eksekusi terhadap Grose Akta baik Grose Akta hipotik ataupun Grose 

Akta pengakuan hutang, seperti diatur dalam Pasal 224 HIR atau 258 

RBG 

5) Pemegang gadai, Pasal 155 BW 

6) Pemegang hipotik pertama dengan janji menjual sendiri, Pasal 178 

BW. Mengenai barang tidak bergerak dalam hak untuk menjual atas 

kekuatan sendiri obyek hak tanggungan diatur Pasal 6 Undang-undang 

Nomor 4/1996 mengenai Hak Tanggungan 

b. Putusan tidak dijalank.an secara sukarela 

Seperti yang dimaksud dengan perkataan eksekusi atau 

pelaksanaan putusan mengandung arti bahwa pihak yang dikalahkan tidak 

mau mentaan putusan itu secara sukarela. Keadaan dimana pihak yang 

kalah tidak mau menjalankan putusan secara sukarela tersebut maka akan 

menimbulkan konsekuensi hukum berupa tindakan paksa yang disebut 

eksekust 
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Dengan demikian apabila pihak yang kalah bersedia mentaat 

putusan dengan sukarela maka tindakan eksekusi tidak diperlukan 

c. Putusan yang dapat dieksekusi bersifat condemnatoir 

Putusan menurut sifatnya dibagr alas 

) Konstitutif (pengaturan), adalah putusan yang menetapkan mengenat 

sesuatu, seolah olah membuat suatu kadah/ketentuan baru 

2)Deklarator (pernyataan), adalah putusan yang memberi pemnyataan 

mengenat sesuatu 

3) Kondemnatoir (menghukum), adalah putusan yang isi berupa 

penghukuman 

Oleh karena sifatnya tersebut putusan deklaratoir dan konstitutif tidak 

perlu dieksekusi, scbab ketika putusan tersebut diucapkan maka keadaan 

yang inyatakan sah oleh deklarator mulai berlaku pada saat itu juga, dan 

pada keputusan konstitutif, keadaan baru sudah tercipta pada detik itu 

pula Jadi putusan kondemnator yang memerlukan eksekusi yaitu 

pelaksanaan amar putusan yang mengandung suatu hukuman 

Pada umumnya putusan yang bersifat kondemnator terwujud 

dalam perkara yang berbentuk peradilan contentieuse, yaitu 

a. Berupa sengketa atau perkara yang bersifat partai 

b. Terdapat pihak penggugat dan pihak tergugat 
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¢. Proses pemeriksaan berlangsung secara kontradktor, yakni pihak 

penggugat dan pihak tergugat mempunyai hak untuk sanggah 

meryanggah."" 

Selain tu putusan kondemnator, mempunya cir-cin dalam 

amar atau diktum putusnnya terdapat perintah yang menghukum yanh 

kalah, yang dirumusk.an dalarm kalimat 

I) Menghukum atau memerintahkan menyerahkan suatu barang 

2) Menghukum atau memerntahkan pengosongan sebidang tanah atau 

rumah 

3) Menghukum atau memerintahkan "melakukansuatu perbuatan 

tertentu 

4) Menghukum atau memerintahkan penghentian suatu perbuatan atau 

keadaan 

5) Menghukum atau memerintah melakukan "pembayaransejumlah 

uang" 

d Eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri 

Asas in didasarkan pada wewerang yang dibenikan Undang­ 

undang kepada ketua pengadilan negen untuk melaksanakan putusan atas 

perintah dan di bawah pimpinan ketua pengadilan negen yang dulu 

memeniksa dan memutus perkaranya dalam tingkat pertama, apabila 

pelaksanaan itu seluruh atau sebagan harus dilakukan di luar wilayah 

hukum pengadilan tersebut, maka ketua pengadrlan negeni tersebut 

"Yuhya Harahap, op.cit. heal 12 
yd. hal 1 
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meminta perantaraan atau bantuan ketua pengadilan negeri yang 

bersangkutan. Jadi apa yang diatur dalam Pasat 195 HIR atau Pasal 206 

RBG, yaitu menjalankan eksekusi terhadap putusan pengadilan mutlak 

hanya eksekusi terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, yakni 

pengadlan negeri. Sedangkan yang memerintah dan memimpin eksekusi 

adala.h hakim yang memeniksa perkara dalam tingkat pertama scbab atas 

perkara itu mungkin ada banding dan kasasi, meskipun demikian yang 

menjalank.an putusan tetap pengadilan negeni yang bersangkutan, bukan 

pengadilan yang lebih tinggi it " 

Berdasarkan Pasal 195 ayat (2) HIR atau 206 ayat (2) RBG yaitu 

menertibkan kemungkinan menjalank.an eksekusi yang dijalankan 

scbagran atas seluruhnya harus dijalankan di luar daerah huk um 

pengadilan yang bersangkutan, maka ketua pengadilan negeni itu dengan 

surat minta bantuan dani ketua pengadilan negent yang berwenang 

Kalau barang yang harus dicksekusi itu barang yang berada 

dalam wilayah pengadilan negeni lain, maka ketua pengadilan yang 

bersangkutan minta bantuan ketua pengadilan negen yang berwenang 

untuk menjalankan eksekusi itu. Tiap-tiap pengadilan memberi bantuan 

alas permintaan yang bersangkuan, yang berupa 

I) Delegast verhoor, Pasal 134 HIR 

2) Memeriksa buku, Pasal 137 138 HIR 

3) Rogatorte commusten 

"pp4 Hpsoro Hadiwidjojo, Bahun A wliaht aw#um Aeara Pereda, membaca dan 
engerti HIR, Seksi Hukum Perdata Fakult.as Hukumm Universitas Diponegoro, Semarang, 
1983, heal 125 - 126 
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4) Eksekusi, Pasal 195 

Pengadilan negen yang diminta bantuan wajib membenikan 

bantuan dan ketua pengadlan negeni yang diminta bantuannya 1tu 

memberitahukan dalam waktu dua kahi dua puluh empat jam, serta upaya 

yang telah diperintahkan dan kemudian tentang kesudahannya kepada 

ketua pengadilan negen yang pada tingkat pertama memeniksa perkara itu 

Kewenangan ketua pengadilan negent, untuk memberi perintah 

dan memimpin jalannya eksekusi dengan singkat dapat diterangkan 

sebagai berikut 

a) Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan dan memimpin jalannya 

eksekusi 

b) Kewenangan memerintahkan dan memimpin eksekusi yang ala pada 

ketua pengadilan negeri adalah secara ex officio, 

e) Perintah eksekusi dikeluarkan ketua pengadilan negeni berbentuk 

Surat penetapan" (beschiking 

d) Yang diperintahkan menjalank.an eksekusi ialah panitera atau juru sita 

pengadilan negeri " 

D. Prosedur dan Tata Cara Menjalankan Eksekusi Pembayaran Sejumlah 

Uang 

Apabila dilihat dalam hukum acara perdata, pada dasarnya jika 

ditinjau dari scgi sasaran yang hendak dicapar dalam hubungan hukum maka 

pd. hal 127 
"yaha Harahap. op.cit, hal I8 
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eksekusi dibagr dua yaitu eksekusi riil dan eksekusi pembayaran sejumlah 

ang. Eksekust pembayaran sejumlah uang sendiri bersumber dari perjanpan 

hutang atau penghukuman membayat ganti kerugran karena wanprestasi 

terhadap suatu peryanan atau ganti rug yang diatur dalam asal 1365 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata 

Dengan kewenangan yang ada, ketua pengadilan negeni dapat 

melakukan upaya untuk menjalankan putusan paksa melalui eksekusi yang 

nantinya manuju kepada penjualan lelang benda-benda milk debitur di depan 

umum. Dengan hasil lelang maka kreditur dapat menerima uang yang adalah 

mihiknya sesuai dengan amar putusan hakim 

Dasar hukum eksekust pembayaran sejumlah uang, yaitu 

Pasal I96 HIR, peringatan 

2. Pasaf 197 HIR, sita eksekusi 

3 Pasal 198 199 HIR, tata cara sita eksekusi 

4. Pasal 200 HIR. penjualan barang yang disita 

5. Pasal 220 HIR, penjualan lelang 

Prosedur menjalank.an eksekusi ditempuh dengan suatu urutan-urutan 

peristiwa yang dapat dijelaskan sebagai berikut 

a. Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri disertai Pembayaran Biaya 

Eksekust 

Pengayuan permohonan eksekusi disampaikan kepada Ketua 

Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama. Hal ini 

sejalan dengan asas yang diatur Pasal I95 ayat () HIR atau Pasal 206 ayat 
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Pengajuan permohonan eksekusi disampaikan kepada Ketua 

Pengadilan Negeni yang memutus perkara dalam tingkat pertama. Hal ini 

sejalan dengan asas yang diatur Pasal 195 ayat (I) HIR atau Pasal 206 ayat 

(I) RBG, yang menegaskan bahwa kewenangan menjalank.an putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap adalah atas 

perintah dan di bawah pimpinan ketua pengadilan negen yang memutus 

dalam tingkat pertama, permohonan disertai juga oleh pembayaran biaya 

eksekusi 

b Peringatan (Aanmarung 

Peringatan atau dalam perkataan yang dapat dipersamakan 

dengan hal itu dalam bahasa Indonesia, yatu nasehat atau teguran, tetapi 

mengacu pada Pasal 196 HIR atau Pasal 207 RBG, yaitu menegur atau 

membeni peringatan agar prhal yang kalah supaya dengan sukarela 

melaksanakan amar putusan hakim. 

Peringatan merupakan tahap pertama dani proses eksekusi 

pembayaran sejumlah uang, apabnla putusan telah memperoleh kekuatan 

hukum tetap, dan pihak tergugat (pihak yang kalah) atau debitur, tidak 

mau menaati pelunasan pembayaran sejumlah uang yang dihukumkan 

kepadanya "secara sukarela" maka terbukalah hak pihak penggugat (pihak 

yang menang) untuk mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua 

Pengadilan Negeri yang bersangkutan Dengan adanya pengajuan 

permohonan eksekusi, merupakan dasar hukum bagi ketua pengadilan 
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negeni untuk melakukan tindakan peringatan dalam persidangan 

insidenttat 

¢. Pelaksanaan Aanmanng 

Ketentuan waktu peringatan yang diberikan HIR Pasal 196 yaitu 

sekurang-kurangnya 8 hari, tergugat harus melaksanakan amar putusan 

hakm 

Mak sud membenikan batas masa peneguran dapat digambarkan 

I) Dalam batas waktu peringatan yang dibenikan, tergugat diminta untuk 

menjalankan putusan secara sukarela 

2) Apabila batas waktu peringatan yang ditentukan dilampaui dan 

tergugat tetap tidak mau menjalank.an putusan, maka sejak tu putusan 

sudah dapat dieksekusi dengan paksa." 

Peringatan dilakukan karena adanya kejadian dimana pihak yang 

kalah lalai atau tidak melakukan dengan sukarela untuk melaksanakan isi 

putusan, maka pihak yang menang harus mengajukan permohonan yatu 

baik secara lisan maupun tulisan kepada Ketua Pengadilan Negeni yang 

memutus perkara, supaya putusan dilaksanakan. Setelah permohonan itu 

masuk maka tindakan ketua pengadilan negert, yatu memanggnl pihak 

yang kalah untuk menghadap kepadanya, dan ketua pengadilan neger 

memperingatkan pihak yang kalah tersebut untuk memenuhi putusan 

dalam waktu yang telah ditentukan 

"yauhwa Harahap op.cit, hal 60 

pd.hal 27 
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Penjelasan penerapan hukum dalam kasus ketidak hadiran pihak 

yang kalah memenuhi panggilan peningatan diatur dalam Pasal 197 ayat 

(I HIR atau Pasal 208 ayat (I) RBG, menelaah ketentuan Pasal yang 

dimaksud, dapat iajukan konstruksi hukum sebagar pedoman, pedoman 

penerapannya dapat ditempuh acuan benikut 

(I) Ketidakhadiran memenuhi panggilan penngatan disebabkan oleh 

halangan yang patut dan beralasan maka 

Ketidak hadiran dianggap belum sah dan mesti ditolenir dan harus 

dilakukan panggilan ulang 

(2) Ketidakhadiran memenuhi pangglan peningatan tanpa alasan yang 

patut, terhadap mereka 

(a) Tidak diperlukan pemeriksaan sidang peningatan 

(b) Tidak diberikan tenggang masa peningatan 

(c) Secara er officio ketua pengadilan negeni dapat langsung 

mengeluarkan perintah eksekutorval berslag dalam eksekusf 

pembayaran sejumlah uang. 

Apabila pangglan peringatan dipenuhi maka akan menjalani 

masa peningatan, setelah terlampaui, maka berdasarkan HIR Pasal I7 ayat 

(I), ketua pengadilan mengeluarkan surat penetapan benisi perintah kepads 

Paitera untuk menjalank.an eksekusi 

d Tata Cara Eksekust 

) Berdasarkan Surat Perintah Ketua Pengadilan Negeri 



32 

Surat perintah yang menyusul peringatan baru merupakan 

pentahapan proses sita eksekust atas harta kekayaan tergugat Sita 

eksekusi dilakukan bertuyuan untuk pemaminan pemenuhan 

kepentingan penggugat, yaitu supaya gugatannya tidak hampa. Tentu 

saja caranya yatu dcngan jalan pelaksanaan untuk mengambi) ahih 

harga tergugat (pihak yang kalah), yang dilakukan pengadilan atas 

permintaan pihak tergugat, harta kekayaan tersebut sebagar jaminan 

kepentingan pembayaran jumlah uang kepada penggugat, yang 

dilakukan melalui proses tahap-tahap eksekusi Tetapr apab»la 

sebelumnya telah dilakukan sita jaminan terhadap tenggang harta 

kekayaan tergugat, lalu setelah tenggang masa penngatan terlampau, 

srta jaminan tersebut otomatrs, menyadi sita eksekusit, schmngga tahap­ 

tahap sita eksekusi menyadi hapus 

Berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat ( HIR atau Pasal 208 

ayat (D) RBG, eksekust diletakkan atas barang bergerak apabila tidal 

memenuhinya, harus dilakukan terhadap barang tetap yang 

diperkirakan cukup untuk membayar hal itu, perlu diperhatik.an dari 

Pasal imi yaitu apabila tidak ada barang yang bergerak maka eksekusi 

langsung dapat dilakuk.an terhadap barang tetap Tetapi apabila dalam 

surat perjanpian hutang yang telah ditentukan secara khusus, suatu 

barang tidak bergerak dapat dijadikan jaminan hutang, maka hal 

tersebut menyingkirk.an ketentuan eksekusi terhadap barang bergerak 

terlebih dahulu 
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Adapun barang-barang yang dapat disita eksekusi menurut 

Pasal 197 ayat (8)HlR atau Pasal 211 RBG dapat meliputi 

a) Uang tunai, termasuk kertas berharga 

b) Benda berwujud bergerak, yang berada di tangan pihak ketiga 

Sedangkan yang dilarang untuk disita eksekusi, meliputi 

(I) Hewan yang dibutuhkan 

(2) Perkakas yang diperlukan /dipergunakan untuk menjalank.an 

usaha sendin dan dettur 

Barang-barang yang dimaksud di atas yaitu menyangkut hal-hal yang 

diperlukan untuk menjalankan mata pencaharian 

2) Dilakukan panitera dibantu dua orang saks 

Surat perintah yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadifan 

Negen, yang berupa surat penetapan cksekusi ditujukan kepada 

pamitera atau juru sita untuk menjalank.an keputusan. Tindakan yang 

diambil pamitera yatu menyita sejumlah atau seluruh harga kekavaan 

tergugat, sejumlah yang diperlukan untuk dapat menutupi tagihan, atau 

berdasarkan patokan pengganti jumlah uang yang harus dibayaf 

ditambah dengan biaya menjalank.an eksekusi 

Pantera menjalank.an putusan berdasarkan surat perintah 

eksekusi, yang memuat penunjukan nama pejabat yang diperintahkan 

dan mincian jumlah barang yang hendak disita eksekusi. Panitera adalah 
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pejabat yang menjalank.an eksekusi seperti yang dimak sud Pasal 197 

ayat ( HIR. 

Sesuai dengan perintah Pasal 197 ayat (6) HIR atau Pasal 210 

ayat (I) RBG yaitu dalam penyitaan, panitera dibantu oleh dua orang 

saksi. Ketentuan ini adalah syarat formal, apabila tidak terpenuhi 

menurut hukum dianggap tidak memenuhi sah 

Biasamya saksi-saksi ini adalah wakif-wakif juru sita atau 

pegawar pengadilan negen yang bersangkutan, jika di desa 

dikutsertakan pamong desa atau pegawar pamong desa lainnya, 

2 menurut bunyi avat tersebut, tiap orang dapat menjadi saksi. 

Berdasarkan pada Pasal 197 ayat (6) HIR tersebut juga, saksi 

tersebut berfungsi sebagai pembantu sekaligus saksi, dalam jalannya 

pelaksanaan sita eksekusi yang dilakukan pamitera atau juru sita Saksi 

tersebut juga harus jelas nama, pekerjaan dan rumah mereka yang 

ditulis dalam berita acara dan mereka turut menandatangani berita 

acara serta salinannya 

Adapun mengenar syarat-syarat seorang saksi yang diatur 

dalam Pasal 197 ayat (7) HIR atau 210 ayat(2)RBG yakni 

a Penduduk Indonesia 

b. Umur 21 tahun keatas 

c. Dapat dipercaya 

d Atau oleh pamong praja dinyatakan dapat dipercaya 

gpHapsoro, op.cit, hal 14 
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3) Sita eksekusi dilakukan di tempat 

Tata cara pelaksanaan sita eksekusi menentukan persyaatan 

keharusan pelaksanaan eksekusi, yang dilakukan di tempat terletaknya 

barang yang hendak disita, syarat imi dapat disimpulkan dani ketentuan 

Pasal I97 ayat (5) dan ayat (9) HIR. Bertitik tolak dari ketentuan 

dimaksud panitera atau juru sita datang ke tempat di mana barang yang 

hendak disita terletak, untuk mehihat sendiri jenis, ukuran maupun 

letak barang yang hendak disita 

Malahan semestinya mereka melakukan penelitian dan 

pengukuran barang, menehiti dan mengukur sendiri berat atau luas 

barang yang hendak disita, perlu diperhatikan bahwa tidak dapat 

dibenarkan penyitaan yang didasarkan atas rekaan. Mereka harus 

mehihat dan mengetahui sendiri dengan past jenis dan ukuran barang 

yang hendak disita, bahkan, jika mungkin melacak secara pastir tentang 

status pemihikan barang. Sekurang-kurangnya mendengar bahwa 

barang yang hendak disita eksekusi benar-benar mihik tergugat (pihal 

yang kalah) cara untuk mendapatkan kepastian status pemilikan 

mereka cati melalui pendekatan, mendatangr kepala desa dan kantor 

agraria untuk meneliti surat-surat yang berkenaan dengan barang 

hendak disita dan menanyakan orang yang bersebelahan dengan letak 

barang. 

yuh.aHarahap. op cit, heal 7I 
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Mak sud dani melakukan peninjauan langsung ke lokasi letak 

benda jaminan tersebut, yaitu untuk mencocokkan letak, ukuran dan 

batas-batas dengan gambar situasi dan sertifikat tanda bukti haknya, 

kemudian dikonfirmnasikan dengan pemerintah dan masyarakat 

setempat 

Peninjauan akan benda jaminan tersebut tentunya dibutuhkan 

pengawasan bimbingan dan ketelitian Ketua Pengadilan Negeri 

4) Pembuatan benita acara sita eksekusf 

Berta acara eksekusi terdapat dalam Pasal 197 aat (5) dan 

(6) HIR atau Pasal 209 ayat (4) dan 210 ayat (1)RBG Inti dani bunyi 

Pasal tersebut adalah pamitera atau orang lain yang ditunjuk, membuat 

berita acara dani penyitaan yang telah dilakukan, dan memberitahukan 

pada tersita maksud dani penyitaan atau jika tersita itu tidak hadir 

Derita acara tersebut adalah bukti pelaksanaan eksekus 

sehingga segala tindakan yang dilakukan di lapangan perlu dirinc 

dengan jelas, yaitu menyangk ut 

a) Barang apa saja yang disita 

b) Jenis dan ukuran barang yang drsita 

e) Letak barang yang disinta 

d Hadir atau tidaknya pihak tergugat (pihak tersita) 

e) Penegasan penjagaan barang yang disita 

f) Penjelasan non bevmndung suatu barang apabila barang yang 

bersangk utan tidak ditemukan 
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g) Penjelasan sita tidak terlaksana apabila sita eksekusi tidak dapat 

dijalank.an 

h) Tanggal, bukan dan tahun pelak sanaan sita 

ejelasan perincian mengenar acara sita dianggap mengikat dan 

bernilai karena diluar hal tersebut dianggap tidak mengikat dan tidak 

mempunyat nilai eksekutorial, sehingga agar sita tidak menjadi sia-sia 

tindakan yang dilakukan mesti discbut secara rinci 

Setelah semua data tertulis rinci, maka berita acara ditanda 

tangami oleh pejabat pelak sanaan, yaitu panitera atau juru sita, dan juga 

tanda tangan para saksi. Sedangkan pihak tersita, dan kepala desa tidak 

ada kcharusan dalam hukum untuk mendatangami berita acara, mereka 

hanya pelengkap saja untuk menegaskan pembuktian 

Pada akhirnya pemberitaan isi berita acara segera 

disampaikan kepada pihak tersita, sebagai perlindungan hukum agar 

tersita dapat segera membela dan mempertahankan kepentingannya 

Tetapi bila tersita sudah hadir pada saat pelaksanaan eksekusi, si 

berita acara disampaikan pada saat itu juga Apabila tersita tidak hadir 

pada saat pelaksanaan eksekusi dilaksanakan, maka isi berita acara 

segera diberitahukan dengan jalan menyampaikan ke tempat 

mnggahnya 

5) Penjagaan yuridis barang yang disita 

Mengenai penjagaan barang, berdasarkan bunyi Pasal 197 

ayat (9) HIR atau Pasal 212 RBG, yaitu panitera atau orang lain yang 
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ditunyuk, mengingat /menurut keadaan harus memitipkan barang­ 

barang itu kepada si tersita. atau memindahkan barang-barang bergerak 

atau sebagain dani barang-barang itu ke tempat penyimpanan yang 

pantas. Dalam hal pertama, ia akan memberitahukan hal tersebut 

kepada pamong desa, yang wajib mengawast supaya barang-barang 

tersebut tidak dipindahk.an 

Jadi barang tetap berada di tangan tersita, yang dapat bebas 

memakai dan menikmati, tetapr tidak boleh menjual atau 

menyewakannya menurut Pasal 199 HIR atau Pasal 214 RBG 

6) Ketidakhadiran tersita tidak menghalangi sita eksekusi 

Keabsahan sita eksekusi di luar hadimya pihak tersitalah 

yang diisyaratkan secara tersirat pada Pasal 197 2Nat (S) HIR atau 209 

ayat (4) RBG Pelak sanaan sita eksekusi tidak boleh digantungkan 

atas hadirnya pihak tersita Hadir atau tidak hadir, sita dapat dijalank.an 

pelaksanaannya 

e. Surat Perintah Ketua Pengadilan Negeni Untuk Mengadakan Penjualan 

Lelang 

Dalam eksekusi pembayaran sejumlah uang terdapat dua surat 

penetapan,yatu surat penetapan setelah aanmaning untuk menjalank.an 

eksekusi dan yang kedua yaitu surat perintah untuk mengadakan penjualan 

lelang 

Pengadilan Negeni yang hendak melakukan eksekusi pembayaran 

sejumlah uang, harus meminta bantuan kantor lelang untuk menun)yuk.a 
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seorang pejabat juru lelang menjual barang yang disita. Pengadilan Negeri 

tidak berwenang untuk melaksanakan sendiri pelelangan, oleh sebab itu 

dibuat surat perintah ketua pengadilan negeri untuk mengadakan penjualam 

lelang. tu adalah tugas Pengadilan Negeri 

E. Upaya Hukum Dalam Eksekusi Permbayaran Sejumlah tang 

Adanya upaya hukum, yaitu suatu bentuk hak yang dapat diambil 

oleh pihak yang dirugikan dengan keputusan yang telah ditetapkan 

I. Perlawanan Terhadap Sita Eksekutorial 

Sesuai dengan isi dani Pasal 207 HIR atau Pasal 225 RBG, 

mengatur mengenai hal veret dani debitur. Perlawanan dapat dilakukan 

debitur terhadap eksekusi, perlawanan dapat dilakukan baik secara tertulis 

maupun hisan ketua pengadilan negeri yang melaksanakan eksekusi, 

Perlawanan dart pihak debitur tidak menghambat dimulainya 

pelaksanaan putusan, kecuahi apabila ketua pengadilan negeri memberi 

penintah untuk menangguhkan pelaksanaan 

Tujuan perlawanan terhadap eksekusi yang diajukan pihak 

tereksekusi, pada hakekatnya 

a. Untuk menunda , atau 

b. Membatalkan eksekusi dengan jalan menyatakan putusan yang hendak 

dieksekusi tidak mengikat, atau 

c. Mengurangi nilai jumlah yang hendak dieksekui 

2 Perlawanan Pihak Ketiga 

ppHaosoro Hadiwidjoyo, op.ct, hal 150 

"yahya Harahap. op.cit. hal 396 
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Perlawanan pihak ketiga adalah perlawanan yang diajukan oleh 

pihak ketiga terhadap putusan hakim atau terhadap perkara yang sedang 

berlangsung. karena pihak ketiga mempunyat kepentingan. Diatur dalam 

Pasal 378 dan 278 BRV 

Perlawanan pihak ketiga Perdeb Verzet) tidak boleh diterapkan 

secara umum untuk menunda eksekust. 

Oleh karena itu tidak setiap derden verzet dapat dijadikan alasan 

menunda eksekusi, tapi pada kasus yang lain derden verzet dapat 

dibenarkan menunda eksekusi walaupun menurut ketentuan Pasal 195 avat 

(6) HIR, tidak disinggung mengenai hal itu 

p kKussunaryatun, op.cit, hal 40% 

ya Harahap op.cit, hal 29 



BAB II 

HASIL. PENELITIAN 

Berdasarkan teorr yang telah dibahas dalam bab scbelumnya, maka untuk 

menyikapi terhadap kebutuhan permintaan kredit dani masyarakat kepada lembaga 

perbank.an diperlukan suatu perhatian khusus. Perhatian khusus tersebut yaitu 

tindakan dari pemerintah untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan 

yang tegas yang mengatur masalah kredit perbank.an 

Letak masalah kredit perbankan yaitu pada masalah kredit macet. Hal 

tersebut tentunya perlu usaha preventif dari bank untuk menyaga angnya dapat 

kembahi Bank selalu menerapkan jaminan scbagar syarat perjanpan membuka 

kredit, salah satunya yatu jaminan benda tetap (tanal) 

Terhadap kredit macet yang terjadi maka bank selaku kreditur melakukan 

paya hokum. Langkah yang diambil bank langsung melakukan permohonan 

eksekusi untuk perjanpan yang memakai Grose akta, atau mengajukan gugatan 

terdahulu untuk perjanjian kredit yang tidak memakai Grose akta 

Mengenai eksekusi benda jammnan kredit perbankan yang penuhis teliti, 

adalah eksekusi yang diajukan bank sebagai kreditur untuk menggugat debiturnya 

yang wanprestasi, lalu melakukan permohonan eksekusi di Pengadilan Neger 

Kendal 

Hasil penehitian ini berdasarkan pada data yang penulis dapatkan melaluf 

wawancara dan mempelajani berkas perkara eksekusi, yang memberikan suatu 

gambaran umum tentang prosedur pengajuan permohonan eksekusi yang 
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mendasarkan pada putusan yang sudah in kracht van gewpsde maupun 

berdasarkan Grose akta sebagar suatu perbandingan. Dengan penehitian tersebut 

maka dapat memudahkan untuk mengetahui prosedur eksekusi di tingk.at 

Pengadilan Negeri 

A. Hail Penelitian 

Penulis melakukan pemisahan berdasarkan pada hasil penehitian 

yang diperoleh, yatu eksekusi berdasarkan putusan Pengadilan Negen terlebih 

dahulu dan penetapan eksekusi melalui permohonan kreditur dengan 

berdasarkan Grose akta 

Untuk memberi gambaran yang jelas, maka penulis menguraikan 

mengenai fakta para pelaku, latar belakang atau duduk perkara, jalannya 

pemeniksaan perkara yang mehiputi pembuktian, pertimbangan hukum yang 

dirpakai dalam putusan tersebut serta analisis data yang penulis lakukan dalam 

trap putusan 

Permohonan Eksekusi Berdasark.an Putusan Pengadilan Negeni Kendal 

a Perkara Nomor 12Pdt.G/1992PN Kendal 

Jo Nomor 190/Pdu93PT Semarang 

Jo Nomor 3016 KPdt.94 

I) Para Pihak Terkait 

Pihak penggugat adalah Sar, SH selaku Direktur Utama PT 

BPR Wimas Kaliwungu, bertempat tinggal di Jalan Sekopek No.6 

Kaliwungu Kendal, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 



juli 1992 membenikan kuasa kepada Soe, SH Pengacara yang 

beralamat di Pahlawan No. 14 Kendal 

Pihak tergugat adalah 

a) Sr YM 

b) Sdni. SHP, keduanya bertempat tinggal di Desa Tosan RT 02 

RW I Brangsong Kendal 

2) Tentang Duduk Perkaranya 

a) Sesuai dengan perjanan membuka kredit Nomor 

847/4366/V111/1991 tanggal 2 Agustus 1991 dan akta Nomor 

66 tanggal 29 Agustus 1991, tergugat I telah meminjamkan 

uang dani penggugat sebesar Rp 13.000.000, dengan suku 

bunga3% per bulan 

b) Sesuai dengan peranfan membuka kredit dan Grose ak ta 

terscbut di atas, tergugat ll telah meningkatkan dirinya bersama 

tergugat I dan bertanggung jawab atas utang terse but 

e) Maka pada tanggal 29 Agustus 1992 hutang tergugat telab 

jatuh tempo dan tergugat melakukan keterlambatan membayar 

bungakali 

d Penggugat telah berulang kahi melakukan teguran /peringatan 

atas kelalaian tergugat tetapr tergugat melakukan ingkar Jany 

e) Adapun hutang tergugat sampai tnggal 29-08-1992 adalah 

sebesar Rp 18.788 311,- yang terdini atas 

Hutang pokok Rp 13.000.000,­ 



Huang bunga 

Hutang lamnnya 

Jumlah 

Rp 

Rp 

Rp 

5.368.311.­ 

420.000.- + 

18.788.311. 
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f) Karena tergugat ingkar janji maka penggugat dirugikan 3 % 

dani Rp 18.788.311,- untuk setiap bulan tanggal 29 Agustus 

1992 

g) Penggugat meragukan itikad baik tergugat terhadap benda 

jaminan maka memohon sita terhadap 

' (I) Tanah perkara seluas 1995 M beserta bangunan 

diatasnya yang tercatat dalam sertifikat Nomor A.1206237 

Hak Milik Nomor 40C 171 Persil 66,61, P-1 (seb), GS 

Nomor 667/1984/85 an YM yang terletak di Desa Tosari 

RT 02RW IIIKecamatan Brangsong Kendal 

' (2)Tanah pekarangan seluas + 240 M beserta bangunan 

diatasnya yang tercatat dalam sertifikat Nomor AA.968563 

Hake Mitik Nomor 1183 GS Nomor 69081HM/1990 a/n 

SHP, yang terletak di Desa Tosani RT 02 RW LIl 

Kecamatan Brangsong Kendal 

3) ls Tuntutan 

Tuntutan yang dimintakan, yantu 

a) Mengabulkan gugatan penggugat 

b) Menyatakan sah dan berharga penyitaan yang telah dilakukan 

e) Menyatakan tergugat telah melakukan ingkar janji. 
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d) Menghukum tergugat I dan l untuk membayar hutangnya Rp 

18.788.311.­ 

e) Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar 3 % 

per bulan dari jumlah hutang sebesar R 18.788.311,- terhitung 

mulai tanggal 29 Agustus 1992 dengan tergugat I dan IE 

membayar lunas kepada penggugat 

f) Menghukum tergugat membayar ongos-ongkos dalam perkara 

g) Menyatakan keputsan imi dapat dijalankan lebih dahulu 

meskipun ada upaya verzet, banding dan sebagamnya 

4) Pembuktian 

Tergugat dalam pemeniksaan membenikan pernyataan 

sebagair benikut 

a) Benar bahwa tergugat I dengan persetujuan tergugat I telah 

meminjamkan uang kepada penggugat, pada bulan Agustus 

I991 

by Tidak benar pinjaman tergugat I kepada penggugat sebesar Rp 

13.000.000.­ 

e) Tetapi yang benar menurut perjanjian membuka kredit tanbggal 

29.08-1991 adalah sebesar Rp 20.000.000,- dan atas pinjaman 

tersebut telah diangsur sebagai benikut 

(I) Rp 300.000 (dibayar sendiri) 

(2) Ro 120.000 (dititpkan orang lain) 



(3) Rp 8.500.000 (dibayar sendiri) 
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d Pembayaran terakhir yaitu sebesar Rp 8 500.000,- pada bulan 

April 1992 oleh penggugat dibuat perjanjian membuka kredit 

baru sebesar Rp 13 000.000, dan tergugat disuruh 

menandatangans, tetapi tanggalnya drbuat mundur, ya1tu 

Agustus 199l 

e) Penggugat mengerakan administrasi seenaknya dan mencari 

keuntungan sendiri dani tergugat l dan II tidak mengert 

perincian hutangnya 

f) Gugatan tidak jclas, dan sejak kapan tergugat dianggap tidak 

membayar bunga, serta bagaimana perincian hutang lain-lain 

itu karena tergugat dak perah menerima hutang sejumlah Rp 

420.000.­ 

g) Kerugian 3 % dani jumlah tagthan scbesar Rp 18.788.311,­ 

yang dihitung sejak tanggal 29.08.1992 adalah tidak berdasar 

h) Tergugat merasa sangat keberatan membayar bunga 3 % per 

bulan meskipun telah menyetujuinya, mohon kebijaksanaan 

hakim menetapkan bunga yang layak menurut undang­ 

uandang 

i) Tergugat I dan ll mempunyai itikad bail untuk membayar 

hutang 

j) Permohonan conservator beslag terlalu berlebihan karena 

sertifikat telah diserahkan kepada penggugat mohon ditolak 



Dalam melengkapi pemeriksaan juga telah dipeniksa bukti­ 

bukt surat ya1tu 

a) Foto copy pinjaman membuka kredit Nomor 

848/104.617/V111/199 tertanggal 29.08-1991, rekening Nomor 

104.617, tertanda P-I 

b) Foto copy peranpan membuka kredit Nomor 

848/4366/V111/1991 rekening Nomor 4366 tertandaP-2 

e) Foto copy (rose pertama akta notaris Nomor 67 tertanggal 29­ 

08.1991 tertanda P­ 

d) Foto copy Grose pertama akta notaris Nomor 67 tertanggal 29­ 

08.1991 tertanda P-4 

e) Foto copy sertifikat hak milik Nomor 1183 atas nama SHP 

tentanda P-5 

) Foto copy sertifikat hak milik Nomor 40 atas nama NM 

tertanda P-6 

g) Foto copy berita acara peringatan Nomor 85/BA/SAM/1992 

Kendal tertanggal I4 Mei 192 tertanda P.7 

h) Foto copy rekening Nomor 466 atas nama YM tertanda P-8 

Selanjutnya bukti-buk ti surat dart tergugat yatu 

a) Foto copy bukti setoran rekening Nomor 466 atas nama YM 

tanggal 9-10-1991 tertanda T. 

b) Foto copy bukti setoran rekening Nomor 466 atas nama YM 

tanggal 26-10-1991 1entanda 1-2 
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e) Foto copy bukti setoran rekenmg Nomor 4366 atas nama YM 

tanggal 05.10.1991 tertanda T-3. 

d) Foto copy bukti setoran rekening Nomor 4366 atas nama YM 

tanggal 13.11-1991 tertanda T-4 

e) Foto copy bukti setoran rekeming Nomor 4366 atas nama YM 

tanggal 19-11-1991 tertanda T-5 

5) Pertimbangan Hakim 

a) Penggugat mengemukakan dalil gugatannya seperti apa yang 

diuraikan dalam surat gugatan tertanggal 7 Juli 1992 

b) Jumlah hutang tergugat I dan ll yang didabilk.an oleh penggugat 

yang belum dibayar Rp 13.000.000.,- hutang bunga Rp 

5.368.311,- dan hutang lainnya Rp 420.000,­ 

e) Dalam perjanjian membuka kredit Nomor 847/4366/VI1L9, 

dimuali tanggal 29 Agustus 1991 dan jatuh tempo tanggal 29 

Agustus 1992 (buki P-2) 

d) Perjanjian membuka kredit tersebut diikuti pula dengan 

perjanjian kredit dengan kuasa untuk memasang hipotik dan 

penyerahan hak mihik secara fidusia yang dibuat oleh notan1s 

NFL, SH akta Nomor 66 tentanggal 29 Agustus 1991 (bukt 

P.4) 

e) Dalam perjanjian membuka kredit nomor 847/437/VI1L/91 dan 

akta notaris nomor 66 tertanggal 20-08.1992 (bukti P-2 dam 
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P-4) telah ditentukan waktu bayar angsuran dan jatuh tempo 

tanggal 29-08-1992 

f) Tergugat melakukan ingkar janji akan apa yang telah disepakati 

mengenai pembayaran bunga dan pelunasan hutang 

g) Setelah memberikan buki P-8, mala buki T- sampai dengan 

T.3dikesampingkan 

h) Jumlah hutang tergugat I dan tergugat ll yang didalillkan 

penggugat berjumlah Rp 18.788.31,­ 

i) Setelah memeniksa dan meneliti maka dirsimpulkan jumlah 

hutang tergugat I dan tergugat ll terhitung 29.08-1992 sebesar 

Rp 18488. 31,- jumlah tersebut sudah termasuk biaya gugatan 

j) Dalam kesimpulan tergugat mengakui berhutang Fp 

13.000.000, 

k) Mengenar bunga 3 % per bulan sudah kesepakatan (bukti -2) 

Dengan alasan-alasan tersebut, tergugar I dan tergugat IH 

terhitung tanggal 29 Agustus 1992, harus membayar lunas 

hutang kepada pengugat sebesar Rp 18.488.311,- ditambah 

3% perbulan 

Mengenai kerugran yang diminta pengugat, karena tidak 

cukup alasan ditolak 

Mengingat Pasal-Pasal dani undang-undang dan peraturan 

yang bersangk utan 
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6) Putusan Pengadilan Negeni Kendal 

a) Mengabulkan gugatan sebagaran 

b) Menyatakan bahwa tergugat I dan tergugat ll telah melakukan 

ingkar janj 

e) Menghukum tergugat I dan tergugat I4 untuk membayar 

hutangnya yang kimi berjumlah Rp 18.488.311,- ditambah 

dengan bunga 3 % per bulan terhitung muali tanggal 29 

Agustus 1992 sampai hutang dibayar lunas 

d) Menghukum tergugat I dan tergugat I membayar biaya perkara 

yang hingga kini ditafsir sebesar Rp 47.900,­ 

e) Menolak gugatan selebihnya 

7) Putusan Pengadilan Tinggi Semarang 

a) Menenma permohonan pemeniksaan banding dani tergugat l 

dan tergugat IH 

b) Memperbaiki putusan Pengadilan Negeni Kendal tertanggal I9­ 

121992 nomor 12/Pd1.6/1992/PN.Kdl sepanyang mengakui 

amar ketiga yang berbunyi sebagai benikut 

(I)  Menghukum tergugat I dan tergugat ll untuk membayar 

hutangnya sebesat Rp 1 3. 000. 000, -  ditambah bunga 

sebesar 2 % sampair per bulan terhitung sejak tanggal I9 

Agustus 1992 sampai hutang tersebut dibayar lunas 

(2) Menguatkan putusan Pengadilan Negeni untuk yang 

selebihnya 



(3) Menghukum tergugat I dan Tergugat ll untuk membayatr 

biaya perkara dalam peradilan tingkat banding sebesar Rp 

7.500,­ 

(4) Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Tinggi untuk 

segera mengirimkan salinan resmi dani putusan imi beserta 

berkas perkaranya kepada Ketua Pengadilan Negeri 

Kendal 

8) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

a) Menolak permohonan kasasi dani pemohon-pemohon kasast 

dari pemohon-pemohon kasast 

(I) YM 

(2) SHP, dalam hal imi oleh kuasanya: AU UH, SH tersebut 

b) Menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara 

dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp 50.000,­ 

9) Permohonan Eksekust 

Penggugat berdasarkan putusan yang sudah pasti, mengajukan 

permohonan eksekusi dengan meminta pengadilan untuk 

melakukan penngatan terlebih dahulu kepada tergugat dengan surat 

tertanggal 27 juni 1997 

Berdasarkan surat permohonan eksekusi Ketua Pengadilan Kendal 

membuat penetapan, yaitu 

a) Mengabulkan permohonan dani kuasa pemohon eksekusi S, 

SH 



b) Menentukan pelaksanaan teguran terscbut pada hani Kams, 

tanggal 10 Juli 1997 jam 09.00 WIB 

e) Memerntahkan kepada juru sita atau juru srta penggant 

Pengadilan Negeni Kendal untuk memanggi para tergugat 

termohon eksekust supaya menghadap Ketua Pengad/an 

Negeni Kendal pada hani yang telah ditetapkan guna 

pelaksanaan teguran (aanmag 

0) Teguran 

Berdasark.an perintah dani Ketua Pengadilan Negeni Kendal, 

maka pada hani Sabtu, tanggal I5 Juli 1997 Kendal Juru sita 

Pengadilan Negeni Kendal telah memanggil (1) YM, (2) 5HP untuk 

menghadap dan surat panggilan tersebut sampai kepada para pihak 

sendini dan drtandatangans para pihak 

a) Pada hani Kamis, tanggal 10 Juli 1997 telah dilakukan teguran 

dengan berita acara yang ditandatangami oleh Ketua Pengadilan 

Negen Kendal Wakil Panitera dan Kuasa pemohon eksekust, 

s.SH, ssedangkan pihak termohon eksekusi YM dan SHP tidal 

datang dan hanya diwakilkan UA.UH tetapi tidak menunjukkan 

surat kuasanya Ketua Pengadilan Negen memerintahkan UA 

UH untuk melengkapi surat kuasa dan menunda teguran paSa 

Kamis tanggal 24 Juli 197 jam 09.00 WIB 

b) Pada hani Kamis, tanggal 24 Juli 1997 Ketua Pengadilan Negar 

Kendal menunda kusa hukum termohon eksekusi, karena tdak 
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datang menghadap tanpa keteangan. Teguran ditunda hingga 

han selasa, tanggal 12 Agustus 1997 jam 08 30 WIB 

e) Pada hani Sabtu tanggal 2 Agustus 1997 sebagai juru srta 

Semarang berdasarkan penunjukkan Panitera Pengadilan 

Negeni Semarang melaksanakan penetapan Ketua Pengadilan 

Semarang untuk memenuhi surat permintaan Ketua Pengadilan 

tertanggal 26 Juli 1997 nomor Wg DY Ht 04. 01 83l 

memanggil UA. UH sebagai kuasa termohon cksekusi untuk 

menghadap Ketua Pengadilan Negeni Kendal pada hani Selasa, 

12 Agustus 1997 jam 08. 30 WIB 

d) Pada hani Selasa, tanggal 12 Agustus 1997, Ketua Pengadilan 

Negeni Kendal atas permintaan S. SH beralamat di PT BPR 

WIMAS sebagai pemohon eksekusi, melakukan teguran 

terhadap UA. UH selaku kuasa dani YM dan SHY sebagai 

termohon eksekust 

Teguran yaitu dalam waktu 8 hani sejak tanggal 13 Agustus 

1997 sampai dengan 20 Agustus 1997 harus melak sanak.an 

putusan Pengadilan Tinggi Semarang nomor 190/ 

Pdt.G/1993PT Smg jo putusan Mahkamah Agung Repubhik 

Indonesia No. 3016 KPt 1993 ang telah berkekuatan hukum 

tetap 



Benita acara teguran ditandatangami oleh Ketua Pengadilan 

Negeni Kendal, Wakil Panitera, Kuasa Pemohon, eksekusi dan 

kuasa termohon eksekusr 

b. Perkara Nomor 10/PdtG/1992PN Kendal Jo Nomor 580/Pd11992PT 

Smg 

I) Pihak-pihak yang terkait 

Pihak penggugat adalah Sar, SH selaku Direktur Utama 

PT Wimas Kaliwungu bertempat tinggal di Jalan Sekopek No. 6 

Kaliwungu Kendal, berdasarkan surat kuasa khusus membenikan 

kuasa kepada Soe, SH. Pengacara beralamat di PT BPR WIMAS, 

Jalan Pahlawan No 14 Kendal 

Pihak tergugat adalah Siswanto, pekerja swasta, beralamat 

di Duk uh Randu Sarni Desa Meteseh Boja Kendal 

2) Tentang Duduk Perkaranya 

a) Tergugat meminjam uang Rp 2.000.000,- kepada tergugat 

dengan suku bunga 19 % perbulan. Sesuai dengan perjanjian 

membuka kredit Nomor 543/104.354/X1I/1990 tertanggal 6 

Desember 1990 serta Akta Grose Nomor 13 tertanggal 6 

Desember 1990 

b) Tergugat dalam pembayaran kredit telah mengalami 

kelambatan I4 kahi angsuran 
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e) Penggugat telah memberikan teguran (somasi) tetapi pihak 

tergugat tidak mengindahkannya, dengan demikian tergugat 

telah melakukan ingkar janji (Wanprestasn) 

d) Adapun hutang tergugat sampai 6 Maret 1992 sebesar Rp 

6.844.525,- dengan permncan 

Hutang pokok 

Hutang bunga 

Hutang lainnya 

Jumlah 

1 916.650 

722.000 

4.205.875 

6.844.525 

e) Karena tergugat telah melakukan ingkar janji, maka penggugat 

telah dirugikan sebesar 3 % dani Rp 6.844.525,- setiap bulan 

sejak tanggal 6 Maret 1992 

f) Penggugat meragukan itikad baik tergugat, oleh karena itu 

tanah pekarangan seluas I50 m beserta bangunan di atasnya 

yang tercatat dalam sertifikat Nomor B 1358467. Hak Milik 

Nomor 1137 atas nama Siswanto, alamat Dukuh Randu Sar 

Desa Meteseh Boja Kendal 

3) lsi Tuntutan 

Tuntutan yang dimintakan, ya1tu 

a) Mengabulkan gugatan tergugat 

b) Menyatakan sah dan berharga penyitaan yang telah dijalank.an 

terlebih dahulu 

e) Menyatakan tergugat telah ingkar janji 
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d) Menguhukum tergugat untuk membayvar hutang Rp 6.844.525,­ 

e) Menghukum tergugat membayar ganti rugi 3 % perlukan atas 

hutangnya 

f) Menghukum tergugat untuk membayar ongkos perk.ara 

g) Menyatakan keputusan ini dapat dijalank.an terlebih dahulu 

4) Pembuktian 

Tergugat dalam pemeniksaan membenikan pernyataan 

sebagai berikut 

a) Pinjaman tergugat kepada PT. BPR. WIMAS yaitu hutang 

pokok Rp 2.000.000,- dengan bunga 1,9 % perbulan 

b) Tergugat telah mengangsur satu kali, hutang pokok dan bunga 

(Rp 83.300,- dan Rp 38.000,- jumlah Rp 121350) 

e) Pinjaman tergugat, yartu 

Hutang pokok Rp 2.000.000,­ 

Angsuran 

Sisa 

RD 

Rp 

121350, 

1 916.650,­ 

Bunga Rp 456.000,- (Rp 38.000 12 bulan) 

Jadi hutang pinjaman Rp 2372.650,­ 

d) Tergugat tidak ingkar janji dan buat jatuh tempo tanggal 6 

Desember 1992, tergugat akan melunasi hutangya 

e) Atas dasar uraian perhitungan hutang Rp 2372.650,­ 

selebihnya tergugat menolal 



57 

Dalam melengkapi pemeniksaan yang telah diperiksa bukti­ 

buktr surat yatu 

a) Foto copy peranjian membuka kredit Nomor 

543/104.354/X11/1990 tertanggal 6 Desember 1990 tertanda P­ 

I 

by Foto copy perjanjian kredit dengan kuasa memasang hipotik 

tertanda P­ 

e) Foto copy sertifikat Hak Milik Nomor 1137, tertanda P-3 

d Jumlah perhitungan gugatan untuk atas nama Siswante, 

tertanda P-4 

e) Foto copy berita acara somasi Nomor 37BA4/Som/1991/PN 

Kendal, tertanda P.5 

$) Pertimbangan Hakim 

a) Tergugat telah meminjam uang penggugat sebesar Rp 

2.000.000,- dengan suku bunga 1 9 %  perbulan dan tergugat 

melakukan ingkar janji (Wanprestasi) 

b)y Perjanjian berdasark.an bukti P1 berlaku 24 bulan mulai 6 

Desember 1990 sampai jatuh tanggal 26 Desember 1992 

e) Tergugat telah mengangsur satu kahi hutang pokok dan bunga 

sebesar Rp 121 350 dibenarkan oleh penggugat 

d) Berdasarkan bukti P-I Pasal 80 dan P-2 Pasal 3, pengggat 

dapat mengakhini perjanjian kredit tanpa pemberitahuan 

terlebih dahulu dani tergugat 



e) Meskipun waktu perkara diajukan ke Pengadilan Neger 

Kendal belum jatuh tempo tetap berdasarkan kesepakatan 

bersama P-1 tergugat keterlambatan mengangsur selama empat 

belas kali 

f) Atas keterlambatan tergugat mengangsur, penggugat telah 

melakukan peringatan (somasi) bukti P-4 tetapi tergugat tidal 

memenuhi kewajibannya 

g) Pengadilan membuat kesimpulan sendiri jumlah hutang 

berdasarkan uraan dan pertimbangan tersebut diatas, yal 

lutang pokok 1 916.650, 

Hutang bunga 722.000,­ 

Denda 1.274175, 

Somas 40.000,­ 

Aanmaming 38.390,­ 

Jumlah 4.036175.­ 

h) Agar tutntutan pengugat tidak sia-sia, permohonan ita 

jaminan dapat dikabulk.an 

i) Telah dibuat berita acara sita jaminan oleh juru sita Pengadilan 

Negeni Kendal Nomor I0/BA/Pd1G/1992PN Kendal tetapr 

tergugat tidak mau menandatangant 

j) Ganti rugi dilakukan terhitung tanggal 6 Agustus 1992 sampan 

tanggal pelunasan, yaitu sebesar 3 % dan Rp 4.036.175,­ 

perbulan 



k) Petitum ke-7 gugatan penggugat tidak memenuhi tuntutan 

Pasal I80 HIR, maka ditolak 

D) Biaya perkara Rp 116.000,- ditanggung tergugat 

m) PasalPasal dari Lndang-undang dn peraturan yang 

bersangk utan 

6) Putusan Pengadilan Negeri Kendal 

a) Mengabulkan gugatan penggugat sebagian 

b) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah 

dilakukan 

e) Menyatakan tergugat telah ingkar janji 

d) Menghukum tergugat membayar hutang sebesar Rp 4.036.175,­ 

e) Menghukum tergugat membayar ganti rugi sebesar 3 % dani Rp 

4.036.175,- perbulan terhitung 6 Agustus 1992 sampai dengan 

hari pelunasan 

f) Menghukum tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp 

116.000.­ 

g) Menolak gugatan untuk selebihnya 

7) Putusan Pengadilan Tinggi Semarang 

a) Menerima permohonan banding dari tergugat pembanding 

b) Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Kendal 

e) Menghukum Tergugat-Pembanding membayar biaya perkara 

yang dalam tingkat banding sebesar Rp 7.500,­ 
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d) Memerintahkan untuk mengim surat putusan beserta berkas 
perkara imi kepada Ketua Pengadilan Negeni Kendal 

8) Surat Pemberitahuan Putusan Banding 
Hani Kamis, tanggal 28 Januani 1993, juru sita Pengadilan 
Pengadilan Negen Kendal memenuhi permintaan Ketua 
Pengadilan Kendal tertanggal 18 Januani 1993, dengan Nomor 

Surat W9Db HT 04 10-085 telah memberitahukan putusan 
banding kepada tergugat pemohon banding 

9) Permohonan Eksekusi 
Penggugat berdasark.an putusan yang sudah pasti, mengajukan 

permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeni Kendal untul 
t, herdasarkan penetapan 

melakukan lelang eksekus De 

$ Nopember 19 [0PdtG 1992PN Kendal tertang!+ 

0Teguran (Aanmnaning) pedilan Negen 
l D,:scmbef \9'>),)Uf\l Sita Han Jum'at, tanggal seal l 

Neg st Kendal tentan 
mush Ketua Pengadilan ­ Kendal atas pen ada terguga! 

176 105 memberitahukcan keP 
+ 1993 Nomof Deseno ksanaan teguran 

men@hadini pela 

- 
cksckUSI untuk &- 

term 

t4amaning. Ket Pengadilan 

' 
[)csembeT \993. 

Ra bu,  tanggal pada han «a0 p tergugar-termohon 
teguran terma 

Kendal melaksanakan 9 pesembeT 
Negen iusan terhitun 

«etalc.sanalcan amar P elsekusi a87' er 1993 n tanggal 16 Dee 1993 sampai denga 
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Ip)Pelaksanaan Teguran 

Setelah lampaunya masa teguran maka berdasarkan Pa«al 200 HIR 

Pasal 33 Undang-undang Nomor I9 tahun 1970 tentang pokok­ 

pokok kekuasaan kehakiman dan Pasal 60 Undang-undang Nomor 

2 Tahun 1986 tentang Peradilan umum. Maka Ketua Pengadilan 

menunjuk pejabat lelang untuk melakukan lelang eksekust 

12)Penetapan Penjualan Lelang Eksekust 

Ketua Pengadilan Negeni Kendal dengan penetapan tertanggal I" 

Januani 1994, menunjuk Pejabat lelang kelas II Kabupaten Kendal 

untuk mengadakan lelang eksekusi 

13)Pelaksanaan Penjualan Lelang Eksekusi 

a) Tanggal 2I Januani 1994 dibuat pengumuman pelaksanaan 

lelang eksekusi di Surat Kabar 

b) Dengan surat Nomor W9.DY HT04.10-107, tanggal I5 

Pebruani 1994 meminta kepada pejabat lelang kelas II Kendal 

untuk menyelenggarakan lelang eksekusi Nomor perkara 

IOPdt./GPN Kendal pada hani Selasa tanggal 22 Pebruari 

1994, jam 08 30 WIB. bertempat di Dukuh Randu Sarni Desa 

Meteseh Boja Kendal 

e) Dikirimkan Surat Pemberitahuan tentang lclang eksekusi 

kepada Muspika, termohon eksekusi kepada Muspika, 

termohon eksekusi, pada tanggal 7 Pebruan 1994 oleh juru sita 

engadilan Negeni Kendal Surat pemberitahuan kepada 
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termohon eksekusi disampaikan ke Sekretaris Kelurahan, 

karena termohon eksekusi tidak berada di tempat 

d) Pengumuman kedua pelaksanaan lelang eksekusi di surat kabar 

hanan 

e) Lelang eksekusi dilaksanakan dengan pemberitahuan ke 

(I)Kepala Meteseh, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal 

(2) Camat Boja, Kabupaten Kendal 

(3) Komandan Sektor Boja 

(4) Komando Rayon Militer Boa 

f) Setelah pelaksanaan lelang, dibuat risalah tertanggal 26 

Pebruart 1994, dengan tembusan 

(I)Kepala Biro Lelang Negara di Jakarta 

(2) Kantor Wilayah V Badan Urusan Piutang dan Lelang 

Negara di Semarang 

(3) Panitera Pengadilan Negeni Kendal 

(4) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal 

B. Analisis Data 

• Prosedur Permohonan Eksekusi Benda Jaminan Kredit Perbank.an Melalui 

Pengadilan Negeni Kendal 

Permohonan eksekusi harus didasarkan pada putusan pengadilan 

yang sudah berkekuatan hukum pasti Hal imi berlaku untuk masalah 

ingkar janji antara kreditur dengan debitur, yang perjanjian kreditnya tidak 

mempergunakan Grose akte atau Grose akte tersebut cacat menurut 
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penilaian dan pemeniksaan hakim, schingga tidak mempunyai kekuatan 

eksekutorial. Jadi untuk hal tersebut perlu adanya pengajuan gugatan 

sengketa perdata, di Pengadilan Negeni yang berkompetensi dan 

mendaftark.an perkara tersebut seperti yang telah diatur Pasal 118.12I dan 

122 HIR 

Melalui acara sidang perkara tersebut, maka perlu ada putusan 

hakim yang bersifat menghukum sebagai suatu dasar eksekusi. Syarat 

putusan hakim yang menghukum harus dikuti bahwa putusan hakim 

tersebut harus dikuti bahwa putusan hakim tersebut harus mempunya 

kekuatan hukum yang pasti. Dengan adanya kekuatan hukum yang past 

maka para pihak diperintahkan untuk melaksanakan putusan hakin, tetap 

adakalanya putusan hakim tersebut tidak dijalank.an oleh pihak yang 

kalah, tentunya untuk menegakkan keadilan dan membantu pihak yang 

menang untuk mendapatkan haknya diperlukan eksekust 

Adapun prosedur permohonan eksekusi adalah sebagai berikut 

a) Permohonan Kepada Ketua Pengadilan Negeni Disertai Pembayaran 

Biaya Eksekusi 

Permohonan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negen 

scbagar pemeniksa perkara di tingkat pertama, seperti diatur dalam 

Pasal I95 ayat I HIR. Permohonan dilingkungan Pengadilan Negeri 

Kendal dilakukan secara tertulis tetapi dapat pula dilakukan secara 

lisan. Permohonan disertai biaya panjar peringatan sebesar Rp 

150.000,-. Berdasarkan permohonan tersebut Ketua Pengadilan Negeri 

• 
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Kendal membuat penetapan dengan nomor penetapan sesuar nomor 

perkara 

Dalam penetapan tersebut, berisi tentang identitas para pihak, 

pertimbangan hukum dan penetapan yang berisis mengabulkan atau 

tidak, bila dikabulk.an maka ditetapkan pula pelaksanaan penngatan 

hari dan tanggalnya serta waktu dimana Ketua Pengadilan Neger 

Kendal akan memanggil para pihak untuk menghadap dan dilakukan 

penngatan 

b) Peringatan (4anmaning 

Dalam penetapan tersebut, Ketua Pengadilan Negeni Kendal 

menetapkan pemangglan para pihak dengan memerintahkan juru sita 

atau juru sita pengganti untuk memanggil para pihak, apabila ada pihak 

(termohon atau pemohon eksekusi) yang bertempat tinggal diluar 

daerah hukum Pengadilan Negeni Kendal maka Ketua Pengadilan 

Negeri Kendal, meminta bantuan juru sita atau juru sita Pengadilan 

Negeni Kendal dimana para pihak bertempat tinggal 

Apabila telah dipanggil secara patut maka secara otomat1rs 

Ketua Pengadilan Negeri Kendal dapat membuat perintah tertulis 

untuk menyita, demikina menurut Pasal 197 ayat I HIR, tetapi dalam 

prakteknya Ketua Pengadilan Negeri Kendal akan memeriksa 

kelengkapan termohon dan pemohon eksekusi serta surat kuasa apabila 

termohon dan pemohon eksckusi diwakili kuasa, apabila tidak lengkap 

surat-suratnya maka peringatan diundur pelaksanaannya 
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Ketua Pengadilan Negeni Kendal tetap memberi kesempatan 

waktu, untuk para pihak yang telah dipanggil secara patut tetapi tidal 

datang menghadap. Kesempatan tersebut berdasark.an kebijaksanaan 

Ketua Pengadilan Negeni Kendal. Dengan demikian juru srta maupun 

juru sita pengganti harus kermbali mendatangi dan melakukan 

panggilan secara beberapa kahi sampai para pihak dapat menghadirt 

penngatan 

Setiap peringatan yang dilakukan dibuat berita acaranya dan 

ditandatangani oleh Ketua Pengadilan, panitera, termohon dan 

pemohon eksekusi. Dalam benita acara dibeni catatan tentang peristiwa 

khusus seperti ketidakhadiran para pihak atau kuasa para pihak yang 

tidak membawa surat kuasa 

e) Pelaksanaan Aanmaning 

Dengan berpegang pada Pasal 196 HIR mnaka pihak yang kalab 

diperingatkan supaya dalam waktu sekurang-kurangnya delapan hari ia 

harus melaksanakan putusan hakim, demikian tercantum dalam benita 

acara penngatan, tetapi tidak demikian pelaksanaannya, waktu 

peringatan kadang lebih dari delapan hari baru berakhir setelah pihak 

pemohon eksekusi mengajukan surat permohonan lelang eksekusi 

Prosedur permohonan eksekusi yang peranjan hutangnya 

memakai Grose akta, tidak perlu melalui proses sidang perkara perdata 

yang banyak menghabiKendaln waktu. Jadi keputusan pengadilan 
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yang pasti berlaku dan diperlukan hanya untuk permohonan eksekusi 

atas perjanian hutang yang tidak memakai Grose akta 

2 Tata Cara Menjalankan Eksekusi Benda Jaminan Kredit Perbankan Yang 

Dilakukan Oleh Pengadilan Negen Kendal 

Setelah dirasakan pihak termohon eksekusi atau pihak yang kalah 

tidak mempunyai niat baik untuk melaksanakan kewajibannya, maka 

terbukalah untuk dilakukan sita eksekus 

a) Berdasarkan Surat Perintah Ketua Pengadian Neger 

Seperti diatur dalam Pasal 197 HIR ayat I yang inti pokok 

surat perintah sita eksckusi yaitu penunjukkan nama pejabat yang 

diperintahkan serta rincian jumlah barang yang hendak disita eksekusr 

Tentunya Ketua Pengadilan Negeni adalah pejabat yang memmpin 

jalannya eksekusi sesuai ketentuan Pasal 195 ayat 1 HI 

b) Dilakukan Panitera dibantu dua orang saksi 

Pelak sanaan di lapangan dilakukan oleh pamitera yang 

berfungst scbagair pejabat yang menjalankan eksekusi sesuai ketentuan 

Pasal 197 ayat HIR Tetapi dalam penyitaan yang terjadi dalam 

perkara nomor L/pdtek/1997N Kendal dilakukan oleh juru sita 

Proses sita eksekusi pada pelaksanaannya dibantu dua orang 

saksi dan dibenitahukan kepada instansi terkait yaitu Kepala Kelurahan 

dan didaftarkan di Kantor badan Pertanahan. Syarat formal ini diatur 

dalam Pasal I97 ayat 6 dan 9 HIR 
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c) Sita Eksekusi dilakukan di tempat 

Sita eksekusi dilakukan di tempat dimana benda jaminan kredit 

yang hendak dieksekusi tersebut berada Apabila benda tersebut berada 

diluar wilayah hukum Pengadilan Negeni Kendal maka yang terjadi 

Ketua Pengadilan Negeni Kendal melimpahkan proses penyrtaan 

kepada Ketua Pengadilan dimana benda tersebut ada dalam wilayah 

hukumnya. Hal ini sesuai dengan Pasal IS ayat 2 dan 3 HIR dimana 

Ketua Pengadilan Negeni yang diminta bantuannya wajib member 

bantuan 

Mengenai penjagaan barang, berdasarkan bunyi Pasaf 197 ayat 

9 MIR atau Pasal 212 RBG, yaitu panitera atau orang lain yang 

ditunjuk, mengngat menurut keadaan harus memitipk.an barang-barang 

itu kepada si tersita, atau memindahkan barang-barang bergerak atau 

scagan dani barang-barang tu ke tempat penyimpangan yang pandas 

Dalam hal pertama itu, ia akan memberitahukan hal tersebut kepada 

kepala kelurahan yang wajib mengawast supaya barang-barang 

tersebut tidak dipindahkan 

Jadi barang tetap berada ditangan tersita, yang dapat bebas 

memakai dan memikmati, tetapi tidak boleh menjual ataun 

menyewakannya menurut Pasal 199 HIR atau Pasal 214 RBG 

Keabsahan sita eksekusi diluar hadirnya pihak tersitalah yang 

diisyaratkan secara tersirat pada Pasal 197 ayat 5 HIR atau 209 ayat 4 

RBG. Pelaksanaan sita eksekusi "tidak boleh"digantungkan atas 
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hadirya pihak tersita Hadir atau tidal hadir, sita dapat dijalank.an 

pelak sanaannya Hal ini dalam praktekmya terhihat pada perkara nomo 

I0/Pt G/1992/PN Kendal jo nomor 580/PL./1992PT Smg 

d) Pembuatan benita acara sita eksekust 

Tindakan sita eksekust yang dilakukan harus dibuat benita 

acaranya. Inti dani bunyi Pasal 195 ayat S dan 6 HIR yatu pantera 

atau orang lain yang ditunjuk, membuat benita acara dani penyrtaan 

yang telah dilakukan dan memberitahukan kepada tersita mak sud dart 

penyitaan tu, jka si tersita tidal had 

e) Surat Perintah Ketua Pengadilan Negeri untuk mengadakan penjualan 

lelang 

Setelah sermua proses yang ada masih terus belum ada niat dart 

pihak termohon cksekusi /tersita untuk melakukan kewajbannya, 

maka pemohon eksekust dapat membuat surat permohonan lelang 

eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk membuat penetapan 

dan menunjuk seorang pejabat juru lelang untuk menjual lelang yang 

disita Surat permohonan int disertai Juga biaya panjar untu 

mengadakan lelang eksekusi 

Sampar proses ins atau sebelum lelang dilaksanakan terbuka 

jalan untuk pihak termohon eksekusi tersita yang mau membatalk.an 

proses lelang eksekusi. Dalam perkara nomor 12/pdt els/1997P% 

Kendal jo nomor 0/del/EB/1997/PN Kendal, pihak termohon eksekusit 

melakukan perdamaian dengan membayar seluruh kewajiban kepada 
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pihak pemohon eksekusi yang meminta pembatalan lelang ekseckus 

dan permohonan pengangkatan sita eksekusi, maka Ketua Pengadilan 

membuat penetapan untuk mengangkat sita eksekusi. Sita eksekusi 

dilakukan dan didaftarkan pada Kantor Badan Pertanahan serta 

diberitahukan pada instansi pemerintah setempat yaitu kepada 

kelurahan Setelah dilaksanakan pengangkatan sita eksekusi maka 

dibuat berita acaranya oleh Panitera Pengadilan dan para pihak terkait 

yaitu Pengadilan Negeri yang bersangkutan, pihak pemohon dan pihal 

termohon tersita dibenkan pemberitahuan mengenai pengangkatan s1a 

eksekust 

Tata cara eksekusi berlaku sama, antara perjanjian hutang yang 

memakai Grose akta dengan peryanan hutang yang tidak memakat 

Grose ak ta 

3 Masalah-masalah yang Terjadi Dalam Menjalank.an Eksekusi Benda 

Jaminan Kredit Perbank.an di Pengadilan Negeni Kendal dan Bagammana 

Cara Mengatasunya 

Dalam melaksanakan eksekusi mulai dani prosedur maupun tata 

cara ceksekusi, masalah yang kerap terjadi adalah pihak yang kalah sering 

mengulur-ulur waktu dengan menunjukkan keengganan untuk hadir dalam 

pelaksanaan peringatan faanmamong ataupun dalam pelaksanaan sita 

eksekusi, pada perkara 3016 KPd 1993 jo nomor 190/Pd1/1993PT Smg 

jo nomor 12PdtG/1992PN Kendal, pihak yang telah kalah tidak mau 

mendatangr berita acara sita eksekutonal waktu peningatan menjadi lebih 
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dari delapan hani. Hal tersebut dapat diatasi dengan tetap melangsungkan 

proses pelaksanaan eksekusi sesuai peraturan perundangan yang berlak 

Mengenai masalah terhentnya proses cksekusi sehingga hanya 

sampar peringatan (aanmarung saja, seperti dalam perkara nomor 0l6 

KPt 1993 j0 nomor 190P01993PT Smg jo nomor 12PL G/1992PN 

Kendal Pengadilan bersifat pasif, karena banyak terjadi dimana pihak­ 

pihak yang bersengketa melakukan upaya damai tanpa sepengetahuan 

Pengadilan 



BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan yang didapat dari apa yang telah penuhis uraikan 

berdasarkan hasil penehitian dan pembahasan tentang eksekusi benda jaminan 

kredit perbankan di Pengadian Negeri Kendal, adalah sebagai berikut 

Prosedur permohonan eksekusi benda jaminan kredit perbankan melalui 

Pengadilan Negeni Kendal 

a. Permohonan untuk eksekusi diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri 

Kendal Permohonan didasarkan oleh putusan pengadilan yang sudah 

past fin kracht Van Gewside) atau berdasark.an Grose akta, 

• 

permohonan tersebut adalah untuk dilakukan peringatan /aanmanmng 

dengan disertar oleh pembayaran panjar biaya peringatan sebesar Rp 

150.000,­ 

b. Berdasarkan surat permohonan tersebut maka Ketua Pengadilan Negeri 

membuat penetapan dan menetapkan hani dan tanggal pelaksanaan 

peningatan Ketua Pengadilan Negeni melaksanakan peringatan sedapat 

mungkin dihadiri semua pihak, apabila kehadiran para pihak 

diwakilkan oleh kuasanya maka harus menunjukkan surat kuasa 

khusus 

c. Pelaksanaan peringatan dilakukan dengan waktu selambat-lambatnya 

delapan hani, pihak yang kalah wajib melakukan amar putusan hakim 

71 
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Tetapi waktu masa pelaksanaan peringatan bergantung kepada 

kebijaksanaan Ketua Pengadilan Negeri juga keaktifan pihak pemohon 

eksekusi untuk mengajukan surat permohonan lelang eksekust 

Pelak sanaan peringatan dibuatkan berita acaranya 

2 Tata cara menjalankan eksekusi benda jaminan kredit perbankan yang 

dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kendal 

Tata cara menjalankan eksekusi bertitik tolak dani permohonan 

pihak yang menang, kemudian menanggapr permohonan Ketua pengadnlan 

Negeri akan membuat penetapan, sikap pengadilan pasif menunggu karena 

ada kalanya para pihak melakukan upaya perdamaian diluar pengetahuan 

pengadilan Berdasarkan permohonan sita eksekusi maka Ketua 

Pengadilan Negeri membuat penetapan untuk melakukan sita eksekust 

dipimpin dan dibawah perintah Ketua Pengadilan Negeni serta pejabat 

yang ditunjuk yaitu panitera pangganti, bisa juga oleh juru srta, 

pelaksanaannya dibantu oleh dua orang saksi. Bila benda jaminan berada 

diluar wilayah hukum Pengadilan Negeni Kendal maka pelaksanaannya 

didelegasikan kepada Pengadilan Negeni benda jaminan tesebut berada 

Proses sita eksekusi dilakukan dengan pemberitahuan dan didaftarkan 

pada instansi terkait yaitu kantor Kelurahan dan kantor Pertanahan 

Kemudian pemohon eksekusi mengajukan permohonan penjualan lelang 

eksekusi benda jaminan kerdit disertai uang panjar lclang. Ketua 

Pengadilan Negeni membuat penetapan dan menunjuk pejabat juru lelang 

untuk mengadakan lelang eksekusi. Sebelum lelang dilaksanakan masih 
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terbuka upaya perdamaian atau melaksanakan eksekusi secara sukarela 

Dan bila proses lelang tetap dilangsungkan maka dibuat risalah lelang oleh 

pejabat lelang yang dikirimkan pemberitahuan tersebut ke pantera 

Pengadilan Negeri. Tata cara menjalank.an eksekus antara penanpan 

kredit yang menggunakan Grose akta dan yang tidak menggunakan Grose 

akta adalah sama 

3.Masalah-masalah yang teerjadi dalam menjalankan eksekusi benda 

jaminan kredit perbankcan di Pengadilan Negeni Kendal 

Masalah-masalah yang terjadi dalam menjalank.an eksekusr ya 

pihak yang kalah /termohon eksekusi yang selalu mengulur-ulur wat 

dalam menanggapi perintah Pengadilan, hal itu dilakukan dengan cara 

ketidakhadiran dalam pelaksanaan acara peringatan ataupun dalam 

pelaksanaan sita eksekusi. Menghadapi masalah-masalah yang ada, 

tentunya pihak pengadilan tetap menjalankan proses eksekusi berdasarkan 

peraturan perundang-undangan walaupun ada toleransi berdasarkan 

kebijaksanaan Ketua pengadilan negeri kebijaksanaannya biasanya 

menyangkut tenggang waktu pelaksanaan penngatan, kebijaksanaan 

tesebut dibatasi dengan kepentingan pemohon eksekusi. Dalam proses 

eksekusi kepentingan pemohon eksekusi tidak boleh dirugikan, sehngga 

priortas pihak yang menang drutamakan, oleh sebab itu Pengadilan tetap 

bertindak untuk menyelesaikan proses eksekusi sampai pelaksanaan 

lelang, tentunya tindakan Pengadilan perlu didukung oleh sikap aknif 
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pemohon eksekusi dengan mengajukan surat permohonan eksekusi disenta 

biaya sebagar biaya pelak sanaan yang sangat dibutuhkan 

B. Saran-saran 

Berdasark.an apa yang penulis dapatkan dari penehitian ini, maka 

penuhis ingin menyampaikan beberapa saran-saran sebagai benikut 

Berdasark.an peraturan yang ada maka mengenai hukum acara perdata 

yang menyangkut pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) sanga 

dirasakan kurang, sehingga perlu sosiahisasi mengenai dasar hukum 

eksekusi serta penafsiran yang jelas untuk menghindani kesimpang s1uran 

dalam teori dan praktek 

2. Perlu pemerintah membuat undang-undang Hukum Acara Perdata yang 

sesuai dengan perkembangan jaman, yang Juga mengatur tentang 

pelaksanaan putusan hakim serta ketegasan penunjukkan pejabat-pejabat 

yang melakukan tugas peradilan dalam pelaksanaan putusan hakim 
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